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RESTU TRI WULANSARI, 5118500287, PELAKSANAAN PENYIDIKAN 
TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBAYARAN UPAH BURUH DI 
KEPOLISIAN RESORT BATANG 
 
Dalam perjanjian kerja berisi mengenai waktu upah dan besaran upah 
bayaran  yang akan diterima oleh pekerja. Jika pembayaran upah tidak sesuai 
dengan waktu yang sudah ditetapkan, sehingga penerimaan upah yang menjadi 
hak pekerja tidak terpenuhi secara baik oleh pihak perusahaan. Jenis penelitian 
yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan fokusnya terhadap  
tingkah laku masyarakat dengan mengolah datanya menerapkan data kualitatif 
yakni data primer serta sekunder. Metode penelitian skripsi ini ialah metode 
deskripsi analisi yang merujuk kepada penelitian hukum yuridis empiris.  
Dari hasil penelitian peneliti memahami bahwa aturan hukum yang 
mengatur mengenai ketenagakerjaan terkusus pada bagian pengupahan harus 
diperhatikan oleh pemberi kerja saat menuntakan persolaan hak yang disesuikan 
dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan,perundingan 
secara Tripartit, Bapartit, serta proses penyelesaian di Pengadilan Ligitai 
(Hubungan Industrial).  
 
Kata Kunci : Pelaksanaan, Penyidikan, Tindak Pidana, Pelanggaran 







RESTU TRI WULANSARI, 5118500287, THE IMPLEMENTATION OF 
CRIMINAL INVESTIGATIONS INTO VIOLATIONS OF LABOR WAGE 
PAYMENTS IN BATANG RESORT POLICE 
 
In the employment agreement contains the amount of wages and the time 
the wage is paid. If the wage is late to be paid at the specified time, then the right 
of the worker to receive the wage is not fulfilled properly by the employer. The 
type of research used is empirical legal research that focuses on people's behavior 
through the processing of qualitative data based on primary data and secondary 
data. This thesis research method is a method of analytical description that leads 
to empirical juridical legal research. 
Based on the results of research it can be known that the legal regulations 
governing employment, especially in the wage section, must be considered by 
employers in resolving rights issues in accordance with Law No. 13 of 2003 on 
employment, bipartite negotiations, Tripartite negotiations, and settlement 
processes in the Industrial Relations Court (Litigation).  
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Perjanjian kerja berisi mengenai waktu upah dan besaran upah 
bayaran  yang akan diterima oleh pekerja. Jika pembayaran upah tidak 
sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, sehingga penerimaan upah 
yang menjadi hak pekerja tidak terpenuhi secara baik oleh pihak 
perusahaan. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Pasal 95 yang menegaskan bahwa pengusaha yang lalai 
atau sengaja memberikan upah gaji secara terlambat, akan ada pengenakan 
denda sesuai persentae tertentu dari upah pekerja. Pemberian sanksi itu 
diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Berdasar dari analisis 
yang dilakukan, menemukan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Pengusaha 
tidak menjalankan ketetapan peraturan perundangan seperti halnya 
semestinya.  
Sepanjang masa memang problematika ketenagakerjaan selalu ada 
saja masalahnya, baik dari masalah pengawasan, hubungan industrial, 
perlindungan, kesejahteraan, serta pengupahan ketenagakerjaan. Hal 
tersebut dikarenakan akibat dari kelemahan pemerintah secara sistematik 




yang terjadi penyimpangan, masalah kinerja dan koordinasi antarlembaga 
pemerintah  yang belum optimal
1
.  
Ketenagakerjaan merupakan problematika ketenagakerjaan yang 
selalu ada masalah yang diperdebatkan oleh setiap orang yang tidak ada 
kapan usainya, namun hal itu telah mengisi perjalanan kehidupan bangsa 
Indonesia ini. Apabila masalah itu diperhatikan secara serius sudah 
mendekati kesalahan yang sangat fatal, yang akan berakhir pada krisis 
kepercayaan maka ketidakberdayaan pihak manapun yang akan sanggup 
menanganinya hanya baru sekadar retorika belaka.  
Merebaknya kasus-kasus ketanagakerjaan ini telah memenuhi tanah 
air ini misalkan penipuan calon-calon tenaga kerja dengan membayar 
sejumlah uang administrasi jutaan rupiah oleh perusahaan fiktif, penyekapan 
tenaga kerja hingga berhari-hari yang akan dikirim keluar negeri tanpa 
dikasih makan atau kebutuhan sehari-hari, pemogokan tenaga kerja 
dikarenakan pemberian upah yang rendah yang diterima oleh pekerja, 
ataupun PHK yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan efisiensi 
pekerjaan tanpa dikasih pesangon kerja. Selain itu, terdapat kasus tenaga 
kerja yang sampai ada kejadian pemerkosaan, pembunuhan bahkan hingga 
kematian dikarenakan pekerja menuntut haknya kepada majikan. Majikan 
yang memperlakukan tidak senonoh kepada buruh/tenaga kerja dikarenakan 
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Kemunculan ketenagakerjaan kepermukaan dewasa ini, mayoritas 
lebih dominan ke masalah umum pelanggaran pada peraturan perundangan, 
selain kurangnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih 
belum baik.  
Media baik cetak ataupun elektronik tidak jarang kita lihat masalah-
masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalkan berupa sering 
terjadinya penyakit dan kecelakaan kerja dikarenakan kesadaran dan 
pengetahuan yang kurang dari pekerja dan pengusaha mengenai syarat K3 
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja), pendistribusian tenaga kerja yang tidak 
stabil antara tenaga kerja pendatang dengan tenaga kerja lokal yang 
seringkali memunculkan gejolak-gejolak, pemutusan kerja sepihak oleh 
pihak pengusaha, terjadinya unjuk rasa dan pemogokan pekerja/buruh yang 
bermuara dari sistem imbalan dan pengupahan kerja yang tidak layak misal 
tidak berlakuknya Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) bagi para 
tenaga kerja, penetapan upah yang tidak memenuhi standard kebutuhan 
hidup minimum, pelangaran pada ketetapan upah minimum, serta 
penggunaan tenaga kerja secara kontrak serta lainnya. 
Diketahui bahwa antara pengusaha dengan tenaga kerja adalah dua 
faktor yang sulit untuk terpisahkan. Dari timbulnya sinergis kedua faktor 
tersebut barulah sebuah perusahaan akan beroperasi secara optimal. 
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Demikian juga kebalikannya, tenaga kerja yang seahli apapun itu jika tidak 
ada perusahaan hanya akan menciptakan produk pengangguran
3
.  
Masyarakat masih memandang bahwa hukum ketenagakerjaan hanya 
sebatas hubungan perdata atau hubungan pekerja dengan pengusaha. 
Padahal mengetahui dari pengertian yang sudah diuraikan diatas. 
Sebagaimana yang diungkapkan soepomo bahwa karakteristik khusus yang 
terdapat didalam hukum ketenagakerjaan merupakan hukum publik, yang 
terdiri atas hukum pidana serta hukum administrasi. Maka dari itu 
pemerintah dapat ikut campur dan bisa masuk didalam pelaksanaannya
4
.  
Adapun masalah-masalah yang ditimbulkan dari hukum yang terdapat 
didalam ketenagakerjaan, yaitu salah satunya timbulnya pelemparan 
wewenang dalam mengatasi kejadian kasus antara PPNS (penyidik pegawai 
negeri sipil) dengan penegak hukum kepolisian untuk melaksanakan 
penyidikan atas laporan yang diberikan mengenai tindak pidana pada bidang 
ketenagakerjaan. Padahal didalam undang-undang No. 13 tahun 2013 
mengenai Ketenagakerjaan, No. 3 tahun 1993 terkait Jaminan 
Kenagakerjaan, serta Undang-undang No. 21 tahun 2000 mengenai Serikat 
Buruh/Serikat Pekerja. Rendahnya peran kepolisian ketika menindaklanjuti 
pelanggaran pidana ketenagakerjaan dikarenakan pihak PPNS yang kurang 
responsif menanggapi. Padahal didalam ayat 182 ayat (1) ditegaskan bahwa 
disamping penyidik polri (Kepolisian Republik Indonesia), juga pada 
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pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bisa dilimpahkan kewenangan 
khusus sebagai PPNS berlandakan peraturan perundangan yang berlaku
5
.  
Penegakkan/penyelesaian hukum dibidang ketenagakerjaan sangat 
berpangku pada kedua lembaga itu. Teringat PPHI (Pengadilan 
Penyelesaian Hubungan Industrial) sekarang ini dianggap penilaiannya 
kurang efisien oleh masyarakat ketika menangani kasus dalam bidang 
ketenagakerjaan. Dalam penyelenggaraanya, buruh/pekerja untuk mencari 
keadilan dibidang ketenagakerjaan memilih jalur Pengadilan Negeri 
dibanding PPHI sebagai penyelesaian kasusnya. 
 
B. Perumusan Masalah 
Sesuai penjabaran latar belakang diatas, sehingga perumusan masalah yang 
diambil peneliti yaitu antara lain: 
1. Bagaimana Pelaksanaam Penyidikan Tindak Pidana Pelangaran 
Pembayaran Upah Buruh di Kepolisian Resort Batang ? 
2. Apakah Hambatan Kepolisian Dalam Pembuktian Pelanggaran 
Pembayaran Upah Buruh ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu antara lain:  
1. Dapat diketahuinya proses dan mekanisme penyidikan terhadap tindak 
pidana pembayaran upah buruh di di Kepolisian Resort Batang. 
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2. Dapat diketahuinya hambatan Kepolisian dalam pelaksanaan 
Penyidikan di bidang perburuhan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian diharapkan bahwa kegiatan penelitian terkait penulisan 
hukum akan dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan penulis. Berikut 
manfaat dari penelitian ini yaitu:  
1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini diharap bisa memberi kontribusi 
pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum berikutnya, terkhusus 
didalam bidang ketenagakerjaan tentang penyidikan pada tindak 
pidana pelanggaran pembayaran upah buruh.. 
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis Penelitian ini diharap dapat sebagai bentuk 
sumbangan pemikiran bagi bangsa, negara, masyarakat, dan 
mahasiswa terkhusus jurusan hukum acara, dan pihak yang 
berkepentingan lainnya, dan dapat berkontribusi untuk pengembangan 
ilmu terutama tentang proses penyidikan di Kepolisian Resort Batang 








E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penulis ilustrasikan beberapa penelitian yang berkaitan 
dengan tema penelitian yang peneliti laksanakan sebagai berikur :  
Penelitian Siti Hajar, 2021, yang berjudul Pencurian upah dan upaya 
penegakan hukum pidana di sumatera utara. Skripsi ini merupakan 
penelitian hukum normaif yang menguraikan mengenai ‘pencurian upah’ 
yang berujung pada penegakan hukum pidana. Hal tersebut terjadi karena 
minimnya pengawas ketenagakerjaan, minimnya pengetahuan aparat penegak 
hukum dan masyarakat mengenai pidana ‘pencurian upah’, serta ketakutan para 
pekerja/buruh akan retalasi (pembalasan) dari pengusaha jika melaporkan 
‘pencurian upah’ yang dialaminya.  
Penelitian Aristo Prima, 2016, yang berjudul “Kebijakan Hukum 
Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan (Studi Kasus 
Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”. Jurnal ini merupakan Kebijakan 
Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan yaitu 
ditegaskannya peraturan tentang persoalan kepidanaan didalam 
hubungannya dengan problematika ketenagakerjaan didalam peraturan 
perundang-undangan yang sifatnya nasional dengan tujuan menempatkan 
fungsi pemerintah sebagai fungsi harmonisasi antara pekerja dengan 







F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris yakni penelitian 
yang tujuan dan arahnya untuk mendeskripsikan kondisi secara nyata. 
Tujuan dari penelitian empiris yakni melakukan analisis masalah melalui 
cara pemaduan data primer yang didapat di lapangan dengan bahan-bahan 
hukum (yang termasuk data sekunder)
6
.  
2. Spesifikasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum yuridis empiris 
atau hukum sosiologi, yaitu merupakan penelitian yang mencoba 
mengetahui keselarasan antar peraturan-peraturan yang terkait antara 
perpajakan bagi wajib pajak pribadi dan kenyataan yang ditimbulkan 
dipertengahan masyarakat. Penelitian ini menerapkan penelitian deskriptif 
analisis yang bertujuan agar dapat mengebali serta mendeskripsikan kondisi 
sesuatu tentang apa dan bagaimana kehadiran norma hukum serta 
penerapannya norma hukum pada masyarakat
7
.  
3. Sumber Data 
Penelitian ini sumber datanya didapatkan dari sumber data primer 
ialah yang didapatkan dari studi lapangan (field research) seperti 
wawancara. Sementara data sekunder didapatkan dari sumber internet, 
undang-undang, buku-buku, serta sebagainya. Dalam penelitian yang 
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 Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007,  hlm 38, lihat juga Ida Hanifah, dkk. 2018. 
Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima, hlm. 19. 
7
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dijadikan sumber data yang dapat dipergunakan untuk melakukan 
penelitian, yakni sumber data sekunder yang terdiri atas yaitu.  
a) Bahan Hukum Primer  
Adalah bahan hukum yang mendasar serta utama yang mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikatnya, meliputi ketentuan yang 
diberlakukan atau peraturan perundang-undangan yang telah 
ditetapkan, terkait hal itu bahan hukum primer seperti Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan, dan UUD RI 
1945.  
b) Bahan Hukum Sekunder  
Yakni bahan hukum yang memberi uraian tentang bahan hukum 
primer serta bisa menunjang proses analisis, meliputi:  
1) Pendapat para ahli hukum 
2) Koran (surat kabar) 
3) Media elektronik  
4) Buku-buku ilmiah yang terkait 
5) Laporan penelitian 
6) Jurnal ilmiah 
7) Tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian  
c) Bahan Hukum Tersier  
Yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer serta 





4. Metode Pengumpulan Data  
Secara umum metode pengumpulan data terkenal dengan 3 jenis 
teknik pengumpulan data yakni wawancara atau interview, studi bahan 
pustaka, studi dokumen, serta observasi atau pengamatan
8
.  
Sesuai pendekatan yang dipakai untuk mendapatkan data, sehingga 
teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan yakni:  
1) Studi Pustaka : membaha tentang surat kabar yang terkait 
dengan masalah yang diteliti, jurnal ilmiah, literatur-literatur, 
dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang 
telah ditetapkan. Dihimpun dari adanya dokumen, literatur, serta 
dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan. 
9
 
2) Wawancara : ialah teknik pengumpulan data yang peneliti 
gunakan dalam memperoleh penjelasan-penjelasan lisan dengan 
cara bertatap muka dan bercakap-cakap bersama pihak lain yang 
bisa memberi keterangan kepada sipeneliti
10
. Selanjutnya guna 
memudahkan pengumpulan data lewat dari teknik ini, sehingga 
wawancara bisa dilaksanakan pada 2 orang yakni responden dan 
informan.  
Arti dari responden ini yaitu seseorang yang oleh pewawancara 
hendak memahami informasi tentang diri dari respon itu yang berkaitan 
dengan pandangan, pendirian, dan sikap pada isu tertentu
11
. Pada teknik 
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wawancara ini akan dilaksanakan penghimpunan data lewat dari adanya 
informan. Pengadaan wawancara ini secara langsung pada pihak-pihak yang 
bersangkutan pada penelitian ini.  
5. Metode Analisis Data 
Tujuan dari analisis ini yaitu sebagai pengolahan dan analisa data 
yang sidah didapatkan sepanjang penelitian berlangsung yaitu analisis 
kualitatis dan untuk menguraikan data yang sudah terkumpul secara 
sistematis melalui mempergunakan ukuran kualitatif, selanjutnya 
mendeskripsikan, hingga didapatkan sebuah pemahaman atau pengertian. 
Perbedaan dan persamaan pendapat tentang perbandingan antara hukum 
sekunder dan bahan hukum primer dari penelitian yang dilaksanakan oleh 





G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika yang dipergunakan untuk penulisan hukum ini 
dibedakan atas empat bab, yang setiap bab mempunyai keterhubungan 
antar lainnya. Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi 
dijabarkan yaitu: 
BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat mengenai hal-hal 
yang sifatnya umur, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan pustaka, metode penelitian 
serta sistematika penulisan.  
BAB II Bab ini merupakan tinjauan konseptual yang berisikan beberapa 
tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum mengenai 
pelanggaran pembayaran upah dan tinjauan umum tentang buruh.  
BAB III Bab ini mengenai hasil penelitian pelaksanaan penyidikan terhadap 
tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh di Kepolisian 
Resort Batang dan hambatan kepolisian dalam pembuktian pelanggran 
pembayaran upah buruh.  
BAB IV Bab ini merupakan penutup dari seluruh skripsi ini yang berisikan  






BAB  II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan 
Termuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, definisi penyidikan ialah 
suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bahan 
bukti agar menemukan titik terang mengenai kejadian tindak pidana dan 
agar tersangka pidana dapat ditemukan dalam hal dan menurut cara yang 
ditegaskan didalam Undang-Undang. Arti lainnya, penyelidikan 
dilaksanakan sebelum penyidikan. Target “mencari serta menemukan” itu 
merupakan “suatu kejadian yang terduga sebagai tindak pidana”. Artinya 
“mencari dan menemukan” yaitu upaya penyelidik atas inisiatif sendiri agar 
mendapatkan penemuan peristiwa yang terduga sebagai tindak pidana.  
Didalam realita yang sebenarnya, umumnya penyidik atau penyelidik 
baru bermulai menjalankan tugasnya sesudah ada pengaduan atau laporan 
dari pihak yang merasa merugi. Berlandaskan Pasal 4 KUHAP, penyelidik 
dilakuka oleh POLRI (Polisi Negara Repuboim Indonesia). Sehingga 
didapatkan kesimpulan bahwa sebelum penyelidikan berlangsung, sudah 
dikenalkan namanya tindak pidana namun tindak pidana itu belum diketahui 
dan belum terang siapa pelakunya. Untuk menemukan titik terang dari 
tindak pidana itu harus melalui penyelidikan. Hal tersebut tertuang dalam 
ketetapan Pasal 1 KUHAP, yang mana “penyidikan” ialah seorang yang 




Penyelidik ditegaskan dalam Pasal 1 KUHAP yaitu:  
Penyelidik seperti halnya termuat didalam Pasal 1 angka 2 
dikarenakan unsur-unsur penyidikan yaitu :  
1. Tujuan penyidikan yaitu melakukan pencarian dan pengumpulan 
bukti, karena bukti tersebut sebagai titik terang dalam tindak 
pidana, dan agar tersangka dapat ditemukan;  
2. Penyidikan dilaksnakan dari berlandaskan peraturan perundang-
undangan;  
3. Penyidikan ialah suaru rangkaian kegiatan yang memuat 
tindakan-tindakan yang saling terhibung antara santu dengan 
lainnya;  
4. Penyelidikan dilaksanakan oleh penyidik yakni pejabat publik. 
 




1. Membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik;  
2. Mengambil sidik jari dari tersangka dan memotretnya;  
3. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penyitaan serta 
penggeledahan;  
4. Pemeriksaan dan penyitaan surat.  
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Penyelidik melakukan penyusunan dan penyampaian laporan 




Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 terkait Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikemukakan bahwa:  
Penyidikan merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik untuk 
mencari dan mengumpulkan bukti itu agar mendapatkan titik terang 
mengenai kejadian tindak pidana dan agar tersangka itu secepatnya 
ditemukan dalam hal dan menurut cara yang ditegakan didalam 
undang-undang ini. Penyidik bisa melakukan penyidikan baru jika ada 
kejadian tindak pidana serta dengan tindak pidana itu bisa dilaksnakan 
penyidikan berdasarkan yang ditegaskan didalam KUHAP.  
 
Penyidik ini dilakukan oleh  pejabat pegawai negeri sipil atau pejabat 
POLRI (Polisi Negara Republik Indonesia) tertentu yang diberikan mandat 
khusus oleh Undang-undang dalam menyidik sesuatu  (Pasal 109 butir (1) 
KUHAP). Sebagai penentuan kejadian yang timbul merupakan salah satu 
suatu tindak pidana, sebagaimana kesanggupan penyidik dalam melakukan 
identifikasi tindak pidana atas suatu peristiwa yang didasarkan dari 
pengetahuan hukum pidana.  
R. Soesilo berpendapat bahwa  dibidang reserse kriminil, biasanya 
penyidikan ini diklasifikasikan atas: secara arti sempit, penyidikan, yakni 
seluruh tindakan-tindakan yang termasuk sebuah bentuk represif dari 
reserve kriminil Polri yang termasuk permulaan dari pemeriksaan perkara 
pidana. Sementara secara arti luas penyidikan yakni terdiri atas menyidiki, 
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mengusut, dan memeriksa, serta juga serangkaian tindakan yang 
berkelanjutan, yang tidak terdapat pangkal awal mula dan pemecahannya
15
.  
Elemen-elemen hukum acara pidana yang berkaitan penyidikan yaitu:  
1. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya 
pada penyidik untuk disempurnakan. 
2. Penyampingan perkara 
3. Penyitaan 
4. Berita acara (penggeledahan, introgasi serta pemeriksaan di 
tempat)  
5. Intograsi atau pemeriksaan 
6. Penggeledahan  
7. Pemanggilan terdakwa atau tersangka 
8. Pemeriksaan di tempat kejadian 
9. Ketetapan mengenai diketahui terjadinya delik 
10. Ketetapan tentang alat-alat penyidik 
 
Penyidikan in concreto diawali setelah timbulnya sebuah tindak 
pidana, maka tindakan itu termasuk pelaksanaan pidana (hukum) yang 
sifatnya represif. Tindakan itu dialksnakan guna menemukan bukti dari 
siapa saja yang diharap bisa menjelaskan kejadian yang sebenarnya serta 
bisa mengungkap siapa yang disangka atau bertindak pidana itu. Tindakan 
pertama itu disertai tindakan lainnya yang dinggap penting, yang inti 
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pokonya sebagai penjaminan supaya seseorang yang betul-betul terdakwa 
bertindak pidana dapat dilakukan pengajuan di pengadilan untuk penjatuhan 
pidana serta berikutnya bentul-betul penjatuhan pidana itu dijalankan. 
Adanya penyidikan diberhentikan dikarenakan ada bukti yang belum 
cukup atau penyidikan diberhentikan demi hukum, atau kasus itu ternyata 
bukan merupakan tindak pidana, sehingga SP3 (Surat Penghentian 
Penyidikan) wajib dikeluarkan oleh penyidik dimana tembusan surat itu 
dilaporkan pada Penuntut Umum, terdakwa beserta keluarganya (Pasal 109 
ayat (2) KUHAP). Sementara apabila penyelidikan sudah sekesai, sehingga 
penyidik berkewajiban untuk melimpahkan berkas perkara ke penuntut 
umum, dimana bila penuntut umum mengemukakan pendapat bahwa ada 
yang kurang lengkap dari hasil penyelidikan sehingga pihak berwajib 
berhak mengembalikan berkas perkara beserta petunjuk untuk 
melengkapinya kepada penyidik, serta sesudah penyidik menerima kembali 
perkara itu, penyidik berkewajiban untuk menyidiki kembali sesuai dari 




B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan tindakan manusia yang tertuang didalam 
rumusan undang-undang (melawan hukum) yang sepatutnya untuk 
ditindaklanjuti. Hukum pidana yaitu pengaturan hukum yang membahas 
hubungan perseorangan antar negara dan kepentingannya. Yang artinya 
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hukum pidana adalah pengaturan hukum yang membahas mengenai korelasi 
antara warga negara dan negaranya. Ancaman dari kejahatan dan 
pelanggaran itu untuk orang yang terkait. Pidana ialah kesengajaan 
penderitaan yang dilimpahkan bagi pihak yang bertindak yang pastinya 
sudah melanggar ketetapan yang telah ditetapkan seperti halnya yang sudah 





C. Tinjauan Umum Tentang Unsur-unsur Tindak Pidana 
Ketenagakerjaan 
Simons didalam bukunya Zainal Abidin Farid mengemukan pendapat 
bahwa Strafbaar feit (peristiwa pidana) yaitu tindakan yang melanggar 
hukum yang bersangkutan dengan Schuld (kesalahan) seorang individu yang 
sanggup mempertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukan. Yang 
dimaksudkan kesalahan sebagaimana yang diungakpkan Simons yaitu 
secara arti luas kesalahan mencakup Culpa (lalai/alpa) serta Dolus (sengaja) 
dari rumus itu Smons membaurkan unsur-unsur tindak pidana (Criminal 
Act) yang mencakup sifat dan perbuatan melanggar hukum tindakan, 
kesanggupan bertanggung jawab serta pertanggungjawaban pidana 
(Criminal Liability) yang meliputi kelalaian, kesenagjaan, dan kealpaan
18
. 
VanHamel mengemukakan pendapat bahwa dalam bukunya Zainal 
Abidin Farid menjelaslan dalam tindakan manusia yang dijabarkan oleh 
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undang-undang, bisa dicela sebab kesalahan (En Aan Schuld Witijen), serta 
bisa bernilai melawan hukum telah sepatutnya di pidana (Strafwarding). 
Penbaran Zainal Abidin Farid atas definisi itu ialah arti Schuld (kesalahan) 
sebagaimana yang diungkapkan Vasn Hamel lebih luas dibanding simons, 
dikarenakan mencakup faktor kesengajaan, Hamel menegaskan serta 
kesanggupan melakukan tanggung jawab. Serta juga Van Hamel 





D. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan 
Tenaga kerja pula ditunjukkan dari seluruh orang yang dapat berkerja 
untuk memproduksi barang ataupun jasa baik untuk mencukupi keperluan 
sendiri ataupun bagi masyarakat, seluruh orang yang melakukan pekerjaan 
akan mendapatkan imbalan atu upah dengan bentuk lainnya sementara 
pemberi upah adalah badan hukum, orang perorangan, pengusaha, atau 
badan-badan yang lain yang memberi pekerjaan kepada tenaga kerja lalu 
membayarkan imbalan atau upah dengan bentuk lainnya, suatu badan usaha 
yang berbadan hukum atayipun tidak, milik badan hukum, orang 
perseorangan, atau persekutuan, baik milik negara ataupun swasta yang 
memberi pekerjaan kepada buruh/pekerja lalu membayarkan imbalan atau 
upah dengan bentuk lain 
20
.  




 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Di Bidang 




Berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2013 terkait ketenagakerjaan, 
diungkapkan bahwa ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang berkaitan 
dengan tenaga kerja baik di waktu sebelum, sepanjang, serta setelah masa 
kerja. Sesuai definisi diatas bisa disimpulkan bahwa ketenagakerjaan 
merupakan suatu hal yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan 
dengan buruh/pekerja, baik sesudah masa kerja ataupun masa bekerja 
(during-employment). Hal-hal yang berhubungan dengan masa sebelum 
kerja diantaranya yaitu adanya magang dan kewajiban memberitahukan 
lowongan kerja. Hal-hal yang berhubungan dengan masa selama kerja 
diantaranya pengawasan kerja, keselamatan kerja, perlindungan kerja, upa, 
serta jaminan sosial. Hal-hal yang berhubungan setelah masa kerja 
diantaranya yaitu jaminan hari tua serta pensiunan/pesangon.  
Mengacu pada kacamata ekonomi, masalah yang sebagai topik utama 
ketika membahas ketenagakerjaan yaitu permasalahan angkatan kerja, 
kesempatan kerja, serta tenaga kerja. Nyaris dipenjuru dunia ini tidak 
terkecuali Indonesia tidak bisa menopang semua angkatan kerjanya. 
Lapangan kerja yang sedikit sudah seharusnya sebagai bahan utama proyek 
pemerintah disetiap tahunnya. Sedangkan sudah diharuskan untuk semua 
bagian pemerintah dan masyarakat saling bantu-membantu untuk 
berhadapan dengan lapangan kerja yang sedikit. Karena, memiliki pekerjaan 
ataukah tidak seorang individu berkaitan langsung dengan orang yang 
berkesempatan mencari nafkah. Namun adanya pekerjaan, seorang individu 




yang didapatkan sewaktu kerja. Seluruh orang yang masih bernafas, salah 
satunya juga yang sebagai buruh, harus berupaya untuk keselamatan hidup. 
Adanya cita-cita dalam hidupnya menjadikan seorang individu akan 
selamat.  
Biasanya hidup sidup selamat juga dimana seorang indvidu merasa 
tentram dan senang, baik badan, hati, ataupun pikirannya. Apabila ada 
keraguan yang dirasakan para pekerja/biru pada alasan efektifitas yang 
perusahaan sampaikan, sehingga buruh/pekerja bisa mengetahui realita pada 
lapangannya, misal apakah jumlah pekerjaan dibeberapa waktu belakang 
kian menurun ataukah tidak, maka menjadikan seringkali timbul para 
buruh/bekerja tidak bekerja dalam sewaktu berkeadaan normal.  
Maksud alasan efektivitas ini pula merupakan pengusaha yang 
berupaya memanfaatkan keunggulan teknologi serta menekan ongkos 
produksi. Secara praktiknya, alasan efisiensien adakalanya oleh 
pekerja/buruh dan pengusaha dapat menyepakatinya begitu saja, tanpa harus 
merepotkan adanya pendukung dan bukti-bukti. Apabila buruh/pekerja yang 
menyutujui untuk memutuskan kontrak kerja karena alasan efisiensi
21
. 
Tindak kejahatan adalah bentuk perilaku yang melawan undang-undang 
pidana. Tindak pidana merupakan definisi mendasar didalam yuridis 
normatif (hukum pidana). 
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E. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Pembayaran Upah 
Ketetapan pembayaran upah bahwa upah harus wajib dibayar oleh 
majikan sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan, yang ditegaskan dalam 
peraturan perburuhan di perusahaan industri sedikitnya satu bulan sekali dan 
secara teratur, dalam memberi pekerjaan kepada buru di waktu-waktu 
tertentu. Pembayaran upah yang dilanggar ini pula ditegaskan pada undang-
undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2013 Pelanggaran Pasal 93 ayat (2) 
undang-undang ketenagakerjaanpembayaran upah dikarenakan ada tugas 
pengusaha/negara atau dikarenakan sakit.  
Tidak bersedua memberi pekerjaan kepada buruh/pekerja sesuai tuga 
menjalankan fungsi serikat atau kontrak atau hak istirahat buruh. Hukum 
ketenagakerjaan merupakan kebijakan yang memberi lindungan bagi pihak 
yang lemah (buruh/pekerja), dari tindakan yang semena-mena yang 
dilakukan pengusaha/majikan yang bisa muncul didalam kontral kerja 
sehingga harus mewujudkan keadilan sosial serta memberi lindungan 
hukum. Terjadinya hukum ketenagakerjaan disebabkan ada ketidakadilan 
posisi yang ditawarkan pada saat kontrak ketenagakerjaan antara 
majikan/pengusaha dan buruh/pekerja, dari alasan itu juga hukum 
ketenagakerjaan bertujuan utama yaitu ketimpangan hubungan antara 
keduanya dapat ditiadakan.  
Agar dapat mewujudkan tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, 
serta kemanfaatan hukum, sehingga perlu adanya membentuk dan 




itu harus disertai adanya politik hukum. Terkait itu, politik hukum ini 
didefinisikan sebagai program dasar dimana ada sarana yang diperlukan 
untuk mencapai pembinaan hukum nasional. Namun, kontradiksi dengan 
pendapat dari Sunaryati Hartono, hukum tidak tidak termasuk tujuan namun 
hanya sebagai jembatan yang akan menjebatani ide-ide yang diharapkan 
dari cita-cita, ide yang dicitakan itu bukan lain adalah sebagai tujuan hukum 
itu sendiri yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Adanya 
upaya untuk mencapai pembinaan hukum nasional, maka dari itu hukum 
ditentukan oleh politik hukum yang sudah harusnya diberlakukan untuk 
mengelola segala hal kehidupan 
22
. 
Pembayaran upah tidak diberikan jika buruh/pekerja tidak 
menjalankan pekerjaannya. Ketetapan seperti halnya yang dimaksudkan 
diatas tidak diberlakukan, namun upa harus wajib dibayarkan oleh 
pengusaha, jika buruh/bukerja dalam kondisi yang tidak sehat maka tidak 
mampu dan tidak bisa bekerja, pekerja/buruh menjalankan tugas serikat, 
pekerja/burih atas persetujuan pengusaha, pekerja/buruh menjalankan tuga 
pendidikan dari pengusaha, buruh/pekerja bersedia melakukan pekerjaan 
yang sudah dijanjikan namun pengusaha tidak memperkerjakannya, baik 
dikarenakan kesalahan-kesalahan sendiri ataupun halangan yang harusnya 
bisa dihindari oleh pengusaha, pekerja/buruh tidak bisa bekerja dikarenakan 
melaksanakan ibadah yang diperintahkan agamanya, buruh/pekerja tidak 
bisa bekerja dikarenakan sedang melaksanakan kewajiban pada negara, 
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suami atau istri atau anak menantu atau mertua atau ornag tua atau anggota 
keluarga dalam satu rumah ada yang meninggal, pekerja/buruh perempuan 
yang sakit di hari pertama dan kedua masa menstruasinya maka tidak 
mampu bekerja, buruh/bekerja akan menikahkan, lalu menghitankan, dan 
menghiraukannya, dan membaptiskan anaknya, serta lainnya
23
.  
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 186 menegaskan bahwa 
barang siapa melawan ketetapan seperti halnya dimaksudkan kedalam Pasal 
35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), 
akan ada pengenakan hukuman pidana kurungan minimal 1 (satu) bulan 
serta maksimal 4 (empat) tahun ataupun denda minimal Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) serta terbanyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta 




Tindak pidana ketenagakerjaan pula bisa dibedakan ata 2 kategori 
yakni tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Terkhusus 
bagi tindak pidana pelanggaran upah buruh/pekerjaan, Pasal 93 ayat (2) 
undang-undang ketenagakerjaan menegakan bahwa mengenai penerikaan 
upah oleh buruh/bekerja dikarenakan tugas negara, ataupun sakit, lalu 
pengusaha tidak memutuskan hubungan kerjanya sesuai hak istirahat 
buruh/pekerja atau dalam tugas menjalankan fungsi serikat/sesuai 
perjanjian, sehingga pengusahaan tetap ada kewajiban untuk membayarkan 
upahnya sepertihalnya yang telah ditetapkan. Berikut jenis-jenis tindak 
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pidana salah satunya yaitu pelanggaran dan kejahatan, klasifikasi tindak 
pidana kejahatan termuat didalam kitab II KUHP, sementara tindak pidana 
pelanggaran tertuang didalam kitab III KUHP.  
Konsekuensi dari pelanggaran pada larangan maupun ketentuan dalam 
aturan itu menetapkan adanya sanksi administratif dan ketentuan pidana 
ketenagakerjaan. Sanksi ini dapat beragam jenisnya dimulai dari sanksi 
pidana, sanksi administratif, bahkan sanksi perdata. Demikian juga dalam 
bidang ketenagakerjaan. Dikesempatan inci akan mencoba meringkas sanksi 
administratif dan ketentuan pidana. Ketenagakerjaan pula diiringi adanya 
larangan dan ketentuannya yang berasal dari undang-undang yang 
dipergunakan sampai sekarang ini No. 13 tahun 2003 terkait bagaimana 
undang-undang atau hukum ketenagakerjaan dijalankan.  
Sebetulnya sanksi administratif dan ketentuan pidana ataupun 
ketenagakerjaan ini adalah elemen dari pertanggungjawaban pemerintah 
agar pemastian terselenggarakannya kebijakan ketenagakerjaan di 
perusahaan. Akan tetapi nyatanya pemerintah apatis akan perihal kejadian 
pelangaran-pelanggaran kenegakerjaan yang timbul saat ini. Seperti halnya 
buruh/pekerja supaya kita dapat memberi pengasawan kinerja pemerintah 
untuk pemastian terselenggarakannya kebijakan ketenagakerjaan, sehingga 
kita pula harus mengerti apa saja sanksi-sanksi yang harus diberikan pada 
siapa saja yang melanggar aturan ketenagakerjaan.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, merupakan lembaga 




mengayomi masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Dari 
diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, sehingga pihak 
berwajib semakin menuntut jajaran kepolisian agar dapat memberi layanan 
yang sebaik mungkin untuk masyarakat serta juga menciptakan kedamaian 
di pertengahan masyarakat. Begitu mulianya tugas kepolisian, sehingga bisa 
dicapai jika instasinya dapat menjalankan tanggung jawabnya secara benar, 
baik dan bertanggung jawab besat dalam memberi layanan untuk 
masyarakat secara maksimal. Berhubungan dengan itu, sehingga tugas yang 
dimandatkan oleh lembaga kepolisian sangat berat, maka dari itu sangat 
dibutuhkan aparatur yang handal, supaya seluruh tuga-tugas yang 
diamksudkan supaya bisa berjalan secara efektif dan baik.  
Sebagai peraturan tertinggi negara yaitu UUD RI 1945, sedah menjadi 
penjaminan hak dasar negara untuk penghidupan secara layak berdasarkan 
derajat kemanusian, hal itu termuan didalam Pasal 27 ayat (2), yang secara 
jelas menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas 
penghidupan dan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan, mengartikan 
pasal itu tentunya sangat sederhana, bahwasannya segala bentuk pemenuhan 
dan kehidupan dan pekerjaan taip warga negara harus didasarkan dari 
standar kemanusiaan yang diberlakukan secara universal. Ketetapan pada 
Pasal 27 ayat (2) ini selanjutnya dikuatkan lagi didalam Pasal 28D ayat (2) 
yang menegaskan bahwa tiap individu mempunyia hak untuk mendapatkan 
pekerjaan dan imbalan serta perlakuan yang layak dan adil didalam suatu 




Problematika pokok didalam sistem pengupahan di Indonesia, bukan 
hanya berkaitan dengan kejadian praktik politik upah yang telah ada sejak 
dahulu sampai saat ini. Akan tetapi masalah pengupahan pula timbul 
didalam perihal pelanggaran akan kewajiban pemberian imbalan oleh 
pengusaha. Prinsipsi yang mendasari peraturan perundangan-perundangan 
terkait dengan pengupahan adalah bahwa tiap buruh/pekerja mempunyai hak 
mendapatkan penghasilan untuk mencukupi penghidupan secara layak untuk 
kemanusiaan (Pasal 88 UUK). Sesaui dari ketetapan itu, sehingga 
pemerintah mengharuskan diri sendiri agar meningkatkan aturan 
pengupahan yang memberi lindungan buruh/pekerja. Dari penjabaran 
ketetapan diatas, necessary income (upah wajib) diartikan sebagai uoah 




Berangkat dari ketetapan itu juga, pekerja/buruh dari pekerjaan yang 
dialkukan mereka harus bisa mendapatkan upah sesuai jumlah tertentu yang 
masuk akal untuk mereka apalah mencukupi penghidupannya ataukah tidak. 
Penghidupan itu berupa kesanggupan dalam mencukupi kebutuhan jaminan 
hari tua, rekreasi, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, papan, sansang, serta 
pangan. Sekiranya jelas bahwa penjabaran definisi upah macam diatas 




                                                 
25
 Hasan Madani. 2004. Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . 
Yogyakarta: Liberty, hlm. 19 
26




Upah merupakan penerimaan hak buruh/bekerja yang berbentuk yang 
sebagai kontribusi dari pemberi kerja atau pengusaha kepada buruh/pekerja 
yang ditentukan serta dinyatakan berlandaskan peraturan, kesepakatan, 
perjanjian kerja, salah satunya tunjangan untuk para buruh/pekerja beserta 
keluarganya atas sebuah pekerjaan. Ini dibuktikan bahwa hak pekerja sudah 
ditegaskan didalam kontrak dan peraturan perunadngan melalui adanya 
pertimbangan dengan pekerja atas pemberian upah secara layak. Hasil dari 
amandemen Undang-Undang 1945 diteagskan bahwa ”setiap warga Negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  
Sebagaimana yang ditegaskan Undang-Undang dasar itu, 
bahwasannya semua warga negara Indonesia mempunyai hak atas 
penghidupan dan pekerjaan yang layak dan kemakmuran dari pemerintah. 
Yang membuat Undang-undang ini dijadikan landasan utama dalam 
memelihara WNI terkhusus memperoleh pekerjaan dan imbalan yang 
setimpal. Sementara upah yang layak yaitu standard minimum yang 
dipergunakan oleh para pelaku industri atau pengusaha agar memberi upah 
kepada buruh/pekerja, dikarenakan setiap provinsi standar penghidupan 
selayaknya tidak sama sehingga terdapat istilah upah sektoral, uoah 
minimum provinsi, serta upah minimum kabupaten/kota. Sementara diadalm 
peraturan mentri tenaga kerja dan trasmigrasi No. 7 tahun 2013 menegaskan 
penjelasan dan pedoman hukum mengenai upah menimum sebagai patokan 




pengupahan bagi buruh yang periode kerjanya singkat serta keahliannya 
masih bawah standar.  
Dalam aturan menteri itu dimaksudkan agar buruh/pekerja 
memperoleh penjaminan upah secara layak serta mendapat perlakuan secara 
adil untuk para pengusaha. Pemerintah menentukan upah minimum 
berlandaskan keburuhan penghidupan layak serta dari adanya pertumbuhan 
dan produktivitas ekonomi yang berjalan. Upah minimum biosa meliputi 




Seringkali kelayakan uoah dapat ditinjau dari barang/jumlah uang 
yang akan diberikan padahal kemakmuran buruh/pekerja bukan hanya 
perihal yang sifatnya fisik, misal failita makan, transportasi, tunajngan, atau 
upah, namun pula perihal non fisik, misal sistem aturan didalam perusahaan 
atau pemerintah, rekan-rekan yang bersahabat, atasan, dan suasana tempat 
kerja. Umumnya standar kelayakan pengupahan ditegaskan didalam dua 




Upah berperan penting didalam kontrak kerja (hubungan kerja0, 
bahkan bisa diungkapkan bahwa tujuan pertama seorang buruh melakukan 
pekerjaan yakni guan memperoleh upah. Upah adalah sebuah hak normatif 
buruh. Buruh yang menerima upah termasuk bentuk apresiai dari pengusaha 
pada saat buruh itu sudah memberi “prestasi” juga pada pengusaha yakni 
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sebuah pekerjaan yang sudah atau akan dilaksnakan. Dikarenakan adanya 
hak nornatif sehingga peraturan perundangan menegaskan perihal 
pengaturan problematika pengupahan serta juga sanksi untuk penguaha yang 
tidak menghiraukan peraturan peraturan yang berkaitan dengan masalah 
perlindungan uoah. Jika perihal itu timbul sehingga tindakan pengusaha 
yang begitu merupakan sebuah tindakan pidana kejahatan.  
Undang-undang No. 13 tahun 2003 terkait ketenagakerjaan, 
merupakan sebuah payung hukum untuk membentuk hubungan industrial di 
Indonesia, dapat diungkapkan dapat berjalan tanpa roh, semenjak 
diterbitkannya undang-undang di tahun 2003 lalu, bervariasi ketetapan yang 
memuatnya hingga implementasi tidak dijalankan secaea baik oleh berbagai 
pihak salah satunya yaitu kestabilan dalam memberikan hukum pidana pada 
pengusaha yang tidak bersedia membayarkan pekerjanya berdasarkan 
ketetapan upah minimum.  
Norma yang termuat didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 
terkait Ketenagakerjaan, tidak dapat diimplementasikan secara baik, 
terkhusus perihal sanksi pada pelanggaran-pelanggaran yang pihak 
pengusaha lakukan, akibatnya, hukum berlangsung secara tidak seimbang. 
Dengan artian, negara lewat pemerintah selaku pihak yang bertanggung 
jawab untuk mengawasi dan mengontrol baik tindakan ataupun pelanggaran 
hukum, akan gagal didalam melaksanakan tanggung jawabnya.  
Akibat dari penegakkan hukum yang tidak konsisten, penjaminan 




tidak dilaksanakan. Sehingga pengusahaan akan bisa leluasa mengelak dari 
tuntutan perintah yang diwajibkan. Hal tersebut menjadikan sikap negara 
yang tidak bisa berbuat apa-apa akan semakin parah akibatnya yang 
korbanya juga berimbas kepada buruh.  
Hak atas upah merupakan yang harus dilindungi undang-undang dan 
termasuk hak normatif. Jika pekerja tidak menjalankan pekerjaan sehingga 
tidak ada pembayaran upah. Berdasarkan hukum, pembayan sejumkah uang 
yang diberikan pada yang berhak, sebelum mendapatkan bayaran 
dinamakan hutang. Orang yang berhak terdebut diungkapkan memiliki 
piutang atau hutang pada pemberi kerja. Piutang atau hutang merupakan 
akibat dari kontrak hubungan kerja 
29
. Begitu kebalikannya, jika pengusaha 
terlambat atau tidak membayarkan upah padahal buruh tekah melaksankan 
secraa tuntas pekerjaannya sehingga ada pengenakan sanksi dan denda 
kepada pengusaha. Meskipun ada pengenaan sanksi pidana berupa jurungan 
kepada pengusaha, namun tetaap masih berkewajiban membayar gaji para 
buruhnya.  
Termuat didalam Pasal yang ditegaskan Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 yang menegaskan mengenai sanksi-sanksi atas pelanggaran 
yang terkait upah:  
1. Jika pengusahaan membayarkan uoah lebih kecil dibandiung upah 
minimum yang ditetapkan (berdasarkan ketetapan Bila Pasal 90 ayat 
I), dengan sanksi (Pasal 185) yakni pidana kurungan minimum 1 
                                                 
29




tahun serta maksimal 4 tahun ataupun denda sedikitnya Rp. 100 juta 
serat terbanyak Rp. 400 juta.  
2. Jika pengusaha tidak membayarkan upah buruh/pekerja yang tidak 
melaksanakan pekerjaan dikarenakan alasan sesuai Pasal 93 yang 
harusnya pengusaha berkewajiban membayar upah gajinya, dengan 
sanksi (Pasal 186) yakni pidana sedikitnya 1 bulan serat terlama 4 
tahun ataupun denda minimum Rp. 10 juta maksimal Rp. 400 juta.  
3. Jika pengusaha tidak membayarkan upah buruh dalam hal kerja 
lembur berdasarkan ketetapan Pasal 78 dengan saksi (Pasal 187) yakni 
pidana penjara sesingkatnya 1 (satu) bulan maksimal 12 bulan ataupun 
denda sedikitnya Rp. 10 juta terbanyak Rp. 100 juta.  
4. Untuk pengusaha yang tidak membayarkan upah pesangon buruh 
dikarenakan usia pensiunan berdasarkan ketetapan Pasal 167 ayat 5 
dari sanksi (Pasal 184) pidana kurungan minimum 1 tahun mkasimal 5 
tahun ataupun denda sedikitnya  Rp. 100 juta,- maksimal  Rp. 500 juta  
5. Untuk pengusaha yang tidak membayarkan upah buruh yakni uoah 
lembur berlandaskan Pasal 78 ayat 2 serta upah kerja lembur di hari 
libur resmi berlandakan ketetapan  Pasal 85 ayat 3 dengan sanksi 
(Pasal 187) yakni pdana kurungan singkatnya 1 bulan lamanya 1 tahun 




6. Untuk pengusaha yang tidak membayarkan upah buruh yang 
mengambil cuti yang berdasar pada ketetapan Pasal 78 ayat 1 dengan 
sanksi menganut ketetapan Pasal 187 yakni pidana antara lain:
30
.  
1. Kewenangan penyidikan  
Hamrat Hamid dan Harun Husein mengemukakan pendapat 
bahwa suatu prosedural secara formal, sebuah proses penyidikan 
diungkapkan sudah dijalankan semenjak terbitnya SPP (Surat 
Perintah Penyidikan) yang diterbitkan oleh pejabat yang 
mempunyai kewenangan pada lembaga penyidik. Sesudah ada 
informasi atau laporan yang diterima oleh pihak kepolisian 
mengenai kejadian tindak pidana maupun diketahui sendiri 
kejadian yang terduga ialah juga sebuah tindak pidana.  
Hal tersebut disamping agar melindungi kejadian 
penyelewengan kewenangan dari pihak kepolisian, dari 
terdapatnya SPP itu sebagai bentuk penjaminan pada lindungan 
hak-hak yang pihak terdakwa miliki. Pasal 109 ayat (1) KUHAP 
mengemukakan bahwa seorang penyidik yang sudah mulai 
menjalankan penyidikan pada kejadian tindak pidana, penyidik 
harys secepatnya segera untuk mengumumkan sudah memulai 
penyidikan pada penuntut umum.  
Sebagai pencegahan penyidikan yang tidak ada selesainya, 
seorang penyidik pada penuntut umum, sedangkan pada pihak 







penuntut umum mempunyai kewenangan memintai keterangan 
pada penyidik tentang tumbuh kembang penyidikan yang 
penyidik lakukan. Penyidik yang memiliki wewenang dalam 
menyidik yaitu PPNS, Polri. Ada tumpang tindih dahal hal 
itulah yang sebagai kendala untuk Polri dikarenakan dari dua 
lembaga hukum itu memiliki wewenang yang sama.  
Hal mungkin yang bisa terjadi yakni ketidaksamaan didalam 
peraturan perundang-undangan tentang beberapa bidang 
tertentu. Hal mungkin yang bisa terjadi yang lain yakni 
ketidakcocokan antara hukum kebiasaan atau hukum tidak 
tertulis dengan peraturan perundangan. Terjadang juga terdapat 
ketidakselarasan anrara hukum kebiasaan dengan hukum tercatat 
serta lainnya, yang berakhir akan kembali lagi kepada pemilik 
uang tunai itu yakni orang kedua. Pihak-pihak yang 
kelangsungan hidupnya ditegaskan dalam peraturan perundang-
undangan itu. Terkait itu penguasaan hukum, tidak semua orang 
harus bisa memahami peraturan tertulis yang mengatur sesuatu 
hal itu. Namun yang ditinjau disitu ialah bagimana pandangan 
mereka ketika berhadapan dengan segala hal, yang hubungannya 
dengan norma yang terdapat didalam kemasyarakatan. Biasanya 
pandangan ini ditunjukkan dari sikap mereka. Pada perilaku 




memberi penyukuhan/penerangan hukum, dimungkinkan besar 
akan membawa penguasaan masyarakat yang tidak dianggap..  
2. Penyelidikan tindak pidana ketenagakerjaan  
Penyidik pada hal pemeriksaan laporan pada tindak pidana 
pelanggaran pembayaran upah pekerja serta rendahnya 
pembinaan pada mental serta moral pada ancaman yang 
mengakibatkan rasa tidak nyaman pada penyidik ketika 
menjalankan proses penyidikan ataupun penyelidikan pada 
tindak pidana pembayaran upah pekerja maka penyidik dirasa 
kurang percaya diri dalam menghadapi proses itu, disamping 
rendahnya dukungan yang dapat memberi semangat untuk para 
penyidik agar dapat menjalankan proses penyidikan ataupun 
penyelidikan.  
Penyidik pembantu Subdit Direskrimsus Polisi daerah 
Batang/personil penyidik, serta akan sesudah bila ingin 
menemukan persponil baru penyidik pembantu Subdit 
Direskrimsus Polres Batang yang dapat menjunjung tinggi nilai 
kejujuran maka pihak kepolisian dirasa akan susah dalam 
melakukan pemeriksaan dan analisa kasus tindakan pelanggaran 
pembayaran uoah buruh secara cepat, namun harus 
membutuhkan waktu yang tidak singkat supaya bisa 
memperoleh bukti secara sempurna sewaktu proses pemeriksaan 




penagdilan akan cukup kuat bukti itu. Untuk penyidik yang 
melakukan pemeriksaan harus ada kejujuran didalamnya 
dikarenakan rasa jujur didalam proses pemeriksaan untuk para 
penyidik bermanfaat agar tidak melakukan tindakan kecurangan 
misal suap menyuap agar mendapatkan kebenaran untuk para 
pelaku tindak pidana pelanggaran pembayaran upah pekerja. 
Penyidik pembatu yang mengalami kendala sewaktu menyidiki 
tindak pidana pelangaran pembayaran upah buruh. Rendahnya 
keuletan, keterampilan, motivasi, dan kemampuan sebagai 
pendukung penyelenggaraan tugasnya. Terkhusus untuk proses 
penyidikan dan penyilidikan tindak pidana pelanggaran upah 
pekerja. Kendala yang dimaksudkan terkait kreativitas dan 
kemampuan yang dievaluasi masih kurang menucukupi untuk 
menangani tindak pidana pelanggaran pembayaram upah 
pekerja. 
Hal tersebut karena ada perkembangan zaman yang semakin 
maju maka suluruh hal baik pendidikan didalam mutu 
pemberdayaa ilmu juga kian mengalami perkembangan yang 
akibatnya tingkat perbuatah kejatan lebih beragam sebagai 
contohnya misal menghilangkan jejak dari hasil tindak pidana 
pelanggaran upah buruh. Sehingga pihak kepolisian akan 




harusnya dapat dijalankan sesuai yang ditegaskan didalam kitab 
undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).  
Instansi kepolisian dan PPNS yang berwenang menyidiki tindak 
pidana pada bidang ketenagakerjaan, pada KUHAP istilah penyidik 
ditujukan oleh pejabatan POLRI, sementara pejabat PPNS diberikan mandat 
khusus oleh Undang-undang, senentara keweangan yang dimiliki penyidik 
seperti halnya dikemukakan didalam KUHAP yaitu pengaduan atau laporan 
yang diterima dari seorang individu mengenai diduga ada tindak pidana, 
melaksanakan tindakan pertama ketika pada lokasi peristiwa, dengan 
memperhentikan tersangka serta pemeriksaan tenda pengenal dari terdakwa, 
menangkap, menahan, menggeledah, serta menyita, memeriksan serta 
menyita surat, pengambilan sidik jari serta mengambil gambar terdakwa, 
mencari saksi, mengunjungi seorang ahli yang dibutuhka dalam kaitannya 
dengan pemeriksaan kasus, memperhentikan penyidikan, atau melakukan 
pengadaan lainnya berdasarkan hukum yang berwenang.  
Seperti halnya dikemukakan didalam undang-undang ketenagakerjaan 
Pasal 182 ayat (1) dan (2), serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menegaskan 
bahwa wewenang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Berdasarkan 
pendapar dari Andi Hamzah penyidikan ialah istilah yang dimaknai sejajar 
dengan definisi Investigation serta opsporing atau dengan siasat ataupun 
penyiasatan, seperti halnya pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat 
yang diperlihatkan oleh undang-undang segera sesudah mereka dari jalan 




melanggar hukum. Pemeriksaan yang penyidik lakukan akan berfokus pada 
hal-hal yanh terkait masalah hukum. Titik pusat pemeriksaan dihadapan 
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BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran 
Pembayaran Upah Buruh Di Kepolisian Resort Batang. 
Penyidikan merupakan suatu rangkaian perbuatan penyidikan agar 
dapat mencari dan menemukan suatu kejadian yang terduga ada tindak 
pidananya untuk menetapkan bisa ataukah tidak dilaksanakan penyidikan 
berdasarkan cara yang ditaur didalam Undang-undang No. 26 tahun 2000 
Pasal 1 angka 5. Penyidik berkewajiban memiliki kewenangan untuk 
menerima laporan untuk menemukan barang dan keterangan bukti, 
memeriksa dan menanyakan tanda pengenal iri, menyuruh orang yang 
dicurigai, serta melakukan pengadaan tindakan lainnya berdasarkan hukum 
yang mengatur. Berdasarkan ketetapan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, dalam 
berkepentingan penyidikan penyidik atas perintah penyidik bisa 
menjalankan penyergapan pada tersangka. Akan tetapi dalam penjaminan 
hak asasi terdakwa, mandat penangkapan itu harus berdasar adanya bukti 
barang bukti sebagai permulaannya.  
Proses penyilidikan dan penyidikan merupakan sesuatu yang paling 
penting didalam hukum acara pidana, karena untuk penyelenggarakannya 
seringkali harus netsinggungan dengan martabat atau derajat seseorang yang 
tidak sama padal hal persangkaan, maka karenanya semboyan krusial untuk 




agar persoalan itu dapat dijernihkan, pelaku kejahatan dapat dikejar, serta 
juga orang-orang yang tidak bersalah dapat dihindarkan dari tindakan yang 
tak harusnya dilakukannya.  Suatu prosedural secara formal, sebuah proses 
penyidikan diungkapkan sudah dijalankan semenjak terbitnya SPP (Surat 
Perintah Penyidikan) yang diterbitkan oleh pejabat yang mempunyai 
kewenangan pada lembaga penyidik. Sesudah ada informasi atau laporan 
yang diterima oleh pihak kepolisian mengenai kejadian tindak pidana 
maupun diketahui sendiri kejadian yang terduga ialah juga sebuah tindak 
pidana.  
Hal tersebut disamping agar melindungi kejadian penyelewengan 
kewenangan dari pihak kepolisian, dari terdapatnya SPP itu sebagai bentuk 
penjaminan pada lindungan hak-hak yang pihak terdakwa miliki.  
Berlandaskan Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengemukakan bahwa 
seorang penyidik yang sudah mulai menjalankan penyidikan pada kejadian 
tindak pidana, penyidik harys secepatnya segera untuk mengumumkan 
sudah memulai penyidikan pada penuntut umum. Sebagai pencegahan 
penyidikan yang tidak ada selesainya, seorang penyidik pada penuntut 
umum, sedangkan pada pihak penuntut umum mempunyai kewenangan 




Penyidik saat menjalankan tanggung jawabnya mempunyai koridor 
hukum yang harus ditaati, serta ditegaskan secara formal apa dan 
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bagaimanakah tugas-tuga dalam penyilidikan, tata cara pelaksanaannya. 
Dengan artian para penyidikit terikat pada ketentuan-ketentuan, peraturan-
peraturan, serta perundang-undangan yang diberlakukan untuk 
melaksanakan tanggung jawabnya.  
Dalam penyelenggaraan penyidikan, sangat memungkinkan mustahil 
bisa terjadi karena adanya peluang-peluang untuk bertindak penyalahgunaan 
atau penyimpangan kewenangan dengan tujuan tertentu. Sebab para ahli 
kriminalistik meletakkan etika penyidikan selaku elemen dari 
profesionalisme yang wajib dipunyai oleh seorang penyidik. Bahkan jika 
etika penyidikan tidak dipunyai oleh seorang penyidik saat melaksanakan 
tugas-tugas penyidikan, relatif akan timbul perbuatan yang semena-mena 
dari petugas tentunya akan memunculkan kasus baru.  
Penyelidikan merupakan suatu rangkaian perbuatan penyelidik agar 
dapat mencari dan menemukan suatu kejadian yang terduga ada tindak 
pidananya untuk menetapkan bisa ataukah tidak dilaksanakan penyidikan 
berdasarkan cara yang ditaur didalam Undang-undang No. 26 tahun 2000 
Pasal 1 angka 5. Penyelidik berkewajiban memiliki kewenangan untuk 
menerima laporan untuk menemukan barang dan keterangan bukti, 
memeriksa dan menanyakan tanda pengenal iri, menyuruh orang yang 
dicurigai, serta melakukan pengadaan tindakan lainnya berdasarkan hukum 
yang mengatur.  
Berlandaskan ketetapan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, dalam 




menjalankan penyergapan pada tersangka. Akan tetapi dalam penjaminan 
hak asasi terdakwa, mandat penangkapan itu harus berdasar adanya bukti 
barang bukti sebagai permulaannya.  
Penyelidikan yang yang dilaksanakan penyelidikan perihal ini tetap 
harus menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) 
seperti halnya yang dikemukakan didalam penjelasan umum butir 3c 
KUHAP. Pelaksanaan asas ini bukan lain ialah guna memberi perlindungan 
kepentingan hukum serta hak-hak terdakwa dari semena-menanya 
kewenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Berikutnya simpulan 
hasil penyelidikan ini dilaporkan pada penyidik, telah tertangkap tangan, 
tidak perlu harus menunggu perintah penyidik, penyelidik bisa sesegara 
mungkin bertindak misal melakukan penyitaan, penggeledahan, 
penangkapan, larang, ataupun meninggalkan tempat. Disamping itu 
penyelidik pula bisa melaksanakan surat serta menyita surat dan 
pengambilan sidik jari dan pengambilan gambar seseorang yang tertangkap 
tangan itu. Disamping itu pula bisa membawa tersangka dihadapan 
penyidik.  
Perihal ini Pasal 105 KUHAP mengemukakan bahwa untuk 
menjalankan penyidikan, penyelidikan, penyelidik diawai, dikoordinasi, 
serta diberikan petunjuk oleh penyidik. Disamping itu, penyidik pada 
KUHAP dikenalkan juga sebagai penyidik pembantu, ketetapan tentang hal 
tersebut ada didalam Pasal I butir 3 KUHAP, yang menegaskan bahwa: 




kewenangan tertentu untuk bisa menyidiki yang ditegaskan didalam  
undang-undang ini. 
Penyidik pembantu ditegaskan didalam Pasal 1 Butir 12 Undang-
undang No. 2 tahun 2002, yang mengemukakan Bahwa: Penyidik Pembantu 
ialah pejabat POLRI yang diangkap ole kepala Kepolisia Negara Republik 
Indonesia yang berlandaskan syarat kepamgkatan dan diserahkan 
kewenangan tertentu untuk bertugas dalam penyidikan yang ditegaskan 
didalam Undang-undang.  
Tentang penyidik negari sipil lebih jelasnya bisa diketahui dari uraian 
Pasal 7 ayat (2) KUHAP bahwa: maksud dari penyidik pada ayat ini yaitu 
misalkan pejabat kehutanan, pejabat bea cukai, pejabat imigrasi yang 
bertugas dalam penyelidikan berdasarkan kewenangan khusus yang 
dilimpahkan oleh Undang-undang sebagai dasar hukum
33
. 
Hasil wawancara bersama IPDA Ade Faizal ada 72 laporan kasus 
pemotongan upah di Kabupaten Batang yang sedang diproses pada wilayah 
hukum Polres Batang. Penyelidik yang melakukan penyelidikan perihal ini 
harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of 
innocence) seperti halnya yang dikemukakan didalam penjelasan umum 
butir 3c KUHAP. Pelaksanaan asas ini bukan lain ialah guna memberi 
perlindungan kepentingan hukum serta hak-hak terdakwa dari semena-
menanya kewenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Berikutnya 
simpulan hasil penyelidikan ini dilaporkan pada penyidik, telah tertangkap 







tangan, tidak perlu harus menunggu perintah penyidik, penyelidik bisa 
sesegara mungkin bertindak misal melakukan penyitaan, penggeledahan, 
penangkapan, larang, ataupun meninggalkan tempat. Disamping itu 
penyelidik pula bisa melaksanakan pemeriksaan surat serta menyita surat 
dan pengambilan sidik jari dan pengambilan gambar seseorang yang 
tertangkap tangan itu. Disamping itu pula bisa membawa tersangka 
dihadapan penyidik. Perihal ini Pasal 105 KUHAP mengemukakan bahwa 
untuk menjalankan, penyelidikan, diawadi, serta diberikan petunjuk oleh 
penyidik.  
Penyidikan ditegaskan didalam didalam kitab undang undang hukum 
acara pidana yang ada dalam Pasal 1 butir 1 yang bunyinya : Penyidik ialah 
pejabat pegawai negeri sipil atau pejabat POLRI yang diberikan mandat 
khusus oleh undang-undang agar dapat menjalankan penyidikan.  
Penyidikan merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik untuk 
mencari dan mengumpulkan bukti itu agar mendapatkan titik terang 
mengenai kejadian tindak pidana dan agar tersangka itu secepatnya 
ditemukan dalam hal dan menurut cara yang ditegakan didalam undang-
undang ini.  
Penyidik pembantu dilakukan oleh pejabat POLRI yang dikarenakan 
adanya pemberian kewenangan tertentu untuk bisa bertugas dalam 
penyidikan yang ditegaskan didalam  undang-undang ini.  
Penyelidik dilakukan oleh pejabat POLRI yang dikarenakan adanya 




Penyelidikan merupakan suatu rangkaian perbuatan penyelidik untuk 
mencari dan mengumpulkan bahan bukti agar menemukan titik terang 
mengenai kejadian tindak pidana dan agar tersangka pidana dapat 
ditemukan dalam hal dan menurut cara yang ditegaskan didalam Undang-
Undang. Jaksaialah pejabat yang dilimpahkan kewenangan oleh undang-
undang ini agar dapat melakukan tindakan selaku penuntut umum dan 
menjalankan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan 
kekuatan hukum tetap.  
Penuntut umum ialah jaksa yang dilimpahkan kewenangan oleh 
undang-undang agar dapat menuntut dan menetapkan hakim.  
Penuntutan merupakan perbuatan penuntut umum untuk menyerahkan 
perkara pada pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan apabila ada 
permintaan agar dapat segera diperiksa dan diputus oleh hakim pada sidang 
pengadilan dalam hal dan menurut cara yang ditegaskan didalam undang-
undang ini.  
Hakim ialah pejabat peradilan yang dilimpahkan kewenangan oleh 
Undang-undang agar dapat mengadili. Mengadili yakni suatu rangkaian 
perbuatan hakim dalam hal dan menurut cara yang ditegaskan didalam 
undang-undang untuk melakukan penerimaan, pemeriksaa, serta pemutusan 
perkara pidana berlandaskan kejujuran, asas bebas, serta tidak berpihak 
siapapun pada sidang pengadilan.  
Praperadilan ialah kewenangan pengadilan negeri dalam melakukan 




penghentian penuntutan atau penghentian penyidikan atas permintaan demi 
tegaknya keadilan dan hukum; sah ataukah tidak suatu penangkapan atau 
penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lainnya 
atas kuasa hukum, menurut cara yang ditegakan didalam undang-undang. 
Permintaan rehabilitasi atau ganti kerugian oleh tersangka atau pihak lain 
atau kekuarganya atas kuasa yang kasusnya belum diserahkan kepengadilan.  
Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan 
sewaktu sudang pengadilan terbuka berlangsung dalam hal dan berdasarkan 
cara yang ditegaskan didalam undang-undang, yang bisa mencakup terlepas, 
atau terbebas, atau penidanaan atas segala tuntutan hukum
34
.  
Upaya hukum yakni hak terdakwa atau penuntut umum agar tidak 
melakukan penerimaan putusan pengadilan dalam hal dan berdasarkan cara 
yang ditegaskan didalam undang-undang yang mencakup hak terpidana atau 
kasasi atau banding atau perlawanan agar dapat melakukan pengajuan 
permohonan peninjauan kembali.  
Penasihat hukum ialah seseorang yang mencukupi kualifikasi yang 
ditetapkan oleh atau menurut undang-undang bila ada yang membutuhkan 
bantuan hukum. Tersangka ialah seseorang yang dikarenakan keadaannya 
atau perbuatannya, berdasar dari permuklaan bukti yang terduga selaku 
pelaku tindak pidana.  
Terdakwa merupakan seorang tersangka yang dilakukan penuntutan, 
pemeriksaan, lalu diadili pada sidang pengadilan. Penyitaan ialah suatru 
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rangkaian perbuatan penyidik agar dapat menyimpan dan atau mengambil 
alih dibawah penguasaanya dalam hal kepentingan pembutian untuk 
penyidikan, penuntutan, serta peradilan baik benda tidak bergerak atau 
bergerak, tidak berwujud atau berwujud. 
Penggeledahan rumah ialah perbuatan penyidik agar dapat masuk 
dalam rumah tempat tinggal ataupun lokasi tertutup yang lain dalam hal dan 
berdasarkan cara yang ditegaskan didalam undang-undang untuk bertindak 
penangkapan, pemeriksaan, atau penyitaan.  
Penggeledahan badan yakni perbuatan penyidikan agar dapat 
melakukan pengadaan pemeriksaan pakaian atau badan tersangka yang 
terduga ada barang bukti yang dibawanya, agar dapat dilakukan penyitaan.  
Tertangkap tangan ialah seseorang yang tertangkap tangan saat sedang 
bertindak pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh masyarakat ramai 
sebagai orang yang melakukannya, atau dengan segera setelah beberapa saat 
tindak pidana itu dialkukan, atau jika sesaat selanjutnya dijumpai benda 
yang terduga keras sudah dipakai untuk bertindak pidana tersebut yang 
memperlihatkan bahwa ia merupakan pelaku utamanya atau membantu atau 
turut melakukan tindakan pidana tersebut. 
Penangkapan merupakan sebuah tindakan penyidik mencakup 
pengekangan sementara waktu bebas terdakwa atau tersangka dalam hal dan 
menurut cara yang ditegaskan didalam undang-undang jika ada cukup bukti 




Penahanan ialah peletakan terdakwa atau tersangka pada lokasi 
tertentu oleh penyidik, hakim atau penuntut umum dari ketetapannya, pada 
hal dan berdasarkan cara yang ditegaskan didalam undang-undang ini.  
Ganti kerugian yakni hak seorang dalam memperoleh pemenuhan atas 
tuntutannya yang mencakup kontribusi sejumlah uang dikarenakan adanya 
penangkapan, penahanan, penuntutan maupun diadili yang tidak beralasan 
yang menurut undang-undang atau dikarenakan mengenai orang yang yang 
keliru atau hukum yang diimplementasikan berdasarkan cara yang 
ditegaskan didalam undang-undang.  
Rehabilitasi ialah hak seseorang agar memperoleh pemulihan haknya 
dalam kedudukan, kemampuan, serta martabat dan harkatnya dikarenakan 
adanya penangkapan, penahanan, penuntutan maupun diadili yang tidak 
beralasan yang menurut undang-undang atau dikarenakan mengenai orang 
yang yang keliru atau hukum yang diimplementasikan berdasarkan cara 
yang ditegaskan didalam undang-undang kepada tingkat penyidikan, 
penuntutan, atau peradilan.  
Laporan merupakan pemberitahuan yang dilaporkan oleh seseorang 
dikarenakan kewajiban atau hak berdasar undang-undang pada pejabatan 
yang mempunyai kewenangan mengenai diduga atau telah atau sedang akn 
timbulnya tindakan pidana.  
Pengaduan ialah pemberitahuan yang dilengkapi adanya permintaan 




hukum seorang yang sudah bertindak pidana aduan yang membuat rugi 
orang kepada pejabat yang berwenang.  
Saksi ialah seseorang yang bisa memberi penjelasan bukti untuk 
kepentingan penuntutan , penyidikan serta peradilan mengenai sesutau 
perkara pidaan yang ia alami sendiri; ia dengar sendiri serta ia lihat sendiri.  
Keterangan saksi yakni sebuah alat pembuktian didalam perkara 
pidana yang mencakup keterangan dari saksi tentang alur kejadian pida yang 
ia mendengarnya sendiri. 
Keterangan ahli ialah suatu alat bukti yang dibagikan oleh seseorang 
yang sydah berkeahlian khusus mengenia sesuatu yang dibutuhkan agar 
menemukan titik temu sebuah perkara pidana untuk bisa diperiksa.  
Keterangan anak merupakan suatu alat bukti yang dibagikan 
seseorang anak mengenai sesuatu yang dibutuhkan agar dapat menemukan 
titik terang dalam sebuah perkara pidada untuk diperiksa pada hal dan 
berdasarkan cara yang ditegaskan didalam undang-undang.  
Keluarga yaitu mereka yang memiliki hubungan perkawinan atau 
hubungan darah hingga derajat tertentu karena ada keterlibatan mereka 
didalam proses pidana seperti halnya yang ditegaskan didalam undang-
undang.  
Satu bulan adalah waktu 30 hari serta satu hari adalah 24 jam. 
Terpidana ialah seseorang yang terpidana sesuai dengan putusan pengadilan 
yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap. Pernyataan yang dikeluarkan 




menghiraukan proses yang berdasarkan peraturan perundangan bisa 
mengakibatkan pelanggaran disiplin anggota polri dan kode etik.  
1. Hal tersebut dikarenakan berlandakan Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) serta Perkap 12/2009, ada pengenaan upaya 
paksa yang lain oleh tersangka berupa penahanan serta penangkapan. 
Maka berpotensi mengakibatkan pelanggaran pada hal atas 
perlindungan dan rasa man dari ancaman ketakutan dalam bertindak 
atau tidak bertindak sesuatu yang termasuk hak asai, menjalankan 
tanggung jawabnya, untuk kelangsungan hidup bermasyarakat dan 
bernegara, berdasarkan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah No. 2 
Tahun 2003 terkait Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo. 
Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 terkait Kode 
Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia tentang perkap KEPP. 
Pernyataan yang dikeluarkan secara bertendensi membuat seorang 
individu selaku tersangka bisa mengakibatkan pelanggaran pada hak 
atas perlindungan dan rasa aman dari ancaman ketakutan untuk 
bertindak atau tidak bertindak suatu hal yang termasuk hak asasi. 
Karena pada seseorang yang sebagai tersangka itu akan ada pengenaan 
upaya paksa yang berakibat pada ancaman ketakutan.  
2. Pelanggaran atas hak warga negara itu bisa berhubungan langsung 
dari penyelewengan kewenangan oleh anggota polri dengan 
pelarangan itu termuat dalam  Pasal 6 huruf q PP 2/2003 jo. Pasal 13 




ketakjutan jika seorang individu terduga sebagai tersangka. Yang 
diharuskan dicatat yaitu tanpa terdapatnya proses uji pada wewenang 
dari anggota polri saat melakukan penetapan seorang individu sebagai 





Terminologi pemanfaatan istilah penyidikan dan poenyelidikan, 
apabila memperhatikan kata dasarnya, sama saja, dua-duanya dari asal kata 
dasar sidik. Namun didalam KUHAP definisi antara penyidikan dan 
penyelidikan diartikan sebagai perbuatan untuk menyelusuri dan 
mengungkapkan bukti secara nyata kebenarannya didalam tindak pidana.  
Sesuai Pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan bahwa penyelidikan yaitu 
suatu rangkaian perbuatan penyelidik agar dapat mencari dan menemukan 
suatu kejadian yang terduga ada tindak pidananya untuk menetapkan bisa 
ataukah tidak dilaksanakan penyidikan berdasarkan cara yang ditegaskan 
didalam Undang-undang.  
Penyelidikan dilaksanakan sebelum penyidikan. Dari definisi yang 
diatur didalam KUHAP, penyelidikan sebenarnya 7 penyelidik yang 
berinisitaif atau berupaya sebdiru agar dapat mengungkapkan kejadian yang 
terduga selaku tindak pidana. Meskipun pada penyelenggaraannya tugas 
penyelidikan jadang pula menerima pengaduan atau laporan dari pihak yang 
merasa merugi (Pasal 108 KUHAP). Penyelidikan ini bertujuan agar bisa 






memberi tuntutan tanggung jawab pada apar penyilidik, supaya tidak 
bertindak hukum yang menurunkan martabat dan hartabat manusia
36
. 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang dalam 
menyelidiki sesuai yang termuat dalam Undang-undang(Pasal 1 butir 4) 
yang mempunyai wewenang dan fungsi seperti halnya yang diatur pada 
Pasal 5 KUHAP:  
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau penyelidik dikarenakan 
memiiki kewajiban untuk berwenang yakni:  
a. Mencari barang dan ukti dan keterangan  
b. Menyuruh berhenti seorang yang dicuragai dan menanyakan dan 
memeriksa tanda pengenal diri 
c. Menerima pengaduan atau laporam dari seseorang mengenai 
peristiwa pidana.  
d. Melakukan pengadaan tindakan lainnya berdasarkan hukum 
yang mengatur. 
  
Atas perintah penyidik dapat bertindak meliputi:  
a. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik  
b. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledagan, 
serta penyitaan 
c. Pemeriksaan dan penyitaan surat 
d. Mengambil sidik jari dan mengambil gambar seseorang 
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Penyelidik menyusun dan melaporkan laporkan implementasi 
tindakan seperti halnya tertuang dalam ayat 1 huruf a dan huruf b pada 
penyidik. Harus memperhatikan perumusan Pasal 1 butir 5. Makna sebuah 
penyelidikan. Penyelidikan itu ditujukan, demi pemastian sebuah kejadian 
yang tertuga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan ditujukan agar dapat 
mengungkapkan bukti dari pelaku sebagai permulaan. Baik didalam Pasal 1 
butir 5 ataupun Pasal 5 KUHAP tidak diatur perkataan tersangka atau 
pelaku. Maka, dikatakan tepat apabila penyelidikan itu ditujuan agar dapat 
pemastian bahwa periswa itu terduga selaku perbuatan pidana.  
Penyidikan, seperti halnya diatur pada Pasal 1 butir 2 suatu rangkaian 
tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bahan bukti agar 
menemukan titik terang mengenai kejadian tindak pidana dan agar tersangka 
pidana dapat ditemukan dalam hal dan menurut cara yang ditegaskan 
didalam Undang-Undang. Tindakan penyelidikan ditekankan kepada 
pencarian dan pengungkapan sebuah peristiwa yang diduga atau dianggap 
selaku tindak pidana. Dalam penyidikan, penekanan titik beratnya ditempak 
dalam perbuatan poencarian dan pengumpulan keterangan. Agar tindak 
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B. Hambatan Kepolisian Dalam Pembuktian Pelanggaran Pembayaran 
Upah Buruh/Tenaga Kerja 
Pembuktian merupakan pekerjaan pokok diantara proses panjang demi 
suatu hukum pidana ditegakkan. Dalam pekerjaaan itulah nasiub terdakwah 
dipertaruhkan serta dari pembuktian itulah titik pusat pertanggungjawaban 
hakim di berbagai bidang, yaitu ketetapoan hukum, segi intelektual, moral, 
serta tak kalah penting yaisi pertanggungjawaban pada Allah SWT tentang 
pengambilan amar putusannya. Bagaimana hakim menetapkan suatu amar, 
keseluruhannya nergantung dari hasil pekerjaan pembuktian pada sidang 
pengadilan.  
Dalam menjalankan pembuktian di peradilan, intinya yaitu sebuah 
usaha dalam melukiskan kembali atau merekonstruksi sebuah kejadian yang 
telah lampau. Hasil aktivitas peradilan akan didapatkan sebuah konstruksi 
kejadian yang timbul, bentuk sempurna ataukah tidak rekonstruksi tersebut 
tergantung dari pekerjaan pembuktian. Mengebai merekonstruksi kejadian 
tersebut dibuktikan sebuah alat bukti atas  dasar apa yang didapatkan serta 
cara pemakaiannya berdasarkan aturan yang ditentukan mengenai 
pembuktian sesuatu.  
Pembuktian merupakan sebuah aktvitas dimana berupa membuktian 
suatu hal (objek yang dibuktikan) leeat dari alat-alat bukti yang diperboleh 
menggunakan cara-cara tertentu juga dapat menyatakan apa yang dilakukan 
pembuktian itu sebagai terbukti atau tidak berdasarkan Undang-undang. 




bersama tiga pihak: jaksa, hakim, serta terdakwa yang disertai penasihat 
hukum yang mendampinginya, disegala seginya sudah ditetapkan serta 
ditegaskan dalam undang-undang. Seluruh ketetapan hukum yang 
menegaskan keseluruhan segi mengenai pembuktian tersebutlah dinamakan 
hukum pembuktian. Jika ditinjau dari visi letaknya didalam rerangka yiridis 
aspek pembuktian bisa dikatakan unit dikarenakan bisa dibedakan atas 
kelompok hukum acara pidana/ hukum pidana materill ataupun hukum 
pidana formal. Jika ada pengkajian lebih dalam polarisasi pemikiran aspek 
pemmbuktian dikelompokkan kedalam hukum pidana meteiil dikarenakan 
mendapat pengaruh dari pendekatan hukum perdata maka aspek pembuktian 
ini dikategorikan hukum perdana formal dan hukum perdata materiil. 
Namun sesudah diberlakukannya KUHAP aspek pembuktian terlihat 
ditegaskan didalam ketetapan  Hukum Pidana Formal
38
. 
IPDA Ade Faizal menerangkan bahwa pengaduan atau laporan yang 
diterima dari seorang individu mengenai diduga ada tindak pidana, 
melaksanakan tindakan pertama ketika pada lokasi peristiwa, dengan 
memperhentikan tersangka serta pemeriksaan tenda pengenal dari terdakwa, 
menangkap, menahan, menggeledah, serta menyita, memeriksan serta 
menyita surat, pengambilan sidik jari serta mengambil gambar terdakwa, 
mencari saksi, mengunjungi seorang ahli yang dibutuhka dalam kaitannya 
dengan pemeriksaan kasus, memperhentikan penyidikan, atau melakukan 
pengadaan lainnya berdasarkan hukum yang berwenang. Itu terrmuat di 
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butir s/d butir j diatas ialah wewenang Penyidik Polri seperti halnya 
ditegaskan didalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan 
sudah beberapa kali memintakan uji materi pada Mahkamah Konstitusi. 
Permohonan uji itu salah satunya yakni uji atas ketetapan Pasal 155 ayat (2) 
UU No. 13 Tahun 2003 yang bunyinya yaitu : “Selama putusan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik 
pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan 
segalakewajibannya.”  
Tidak terdapat uraian secara lebih dalam tentang ketetapan Pasal 155 
ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 baik didalam penjelasan UU Nomor 13 
Tahun 2003 ataupun pada aturan pada penerapan dari UU Nomor 13 Tahun 
2003. Hal tersebut mengakibatkan tidak jelanya tafsiran yang membuat 
bingung untuk hakim.  
Pemeriksaan di TKP dalam menghimpun barang bukti dibutuhkan 
perancangan pencarian yang mencakup keseluruhan lokasi peristiwa. 
Selanjutnya penyidik melaksanakan penyidikan dari dasar barang bukti 
yang ditemukan itu. Berdasar hasil penyidikan yang dilaksanakan, 
didapatkan kesimpulan bahwa apakah benda itu termasuk bukti tindak 
pidana ataukah tidak  . 
Penanganan perkara tindak pidana pelanggaran pembayaran upah 
pekerja oleh penyidik kepolisian unit Reskimsus Polres Batang terdapat 




sewaktu menyidiki tindak pidana pelangaran pembayaran upah buruh. 
Rendahnya keuletan, keterampilan, motivasi, dan kemampuan sebagai 
pendukung penyelenggaraan tugasnya. Terkhusus untuk proses penyidikan 
tindak pidana pelanggaran upah pekerja. Kendala yang dimaksudkan terkait 
kreativitas dan kemampuan yang dievaluasi masih kurang menucukupi 
untuk menangani tindak pidana pelanggaran pembayaram upah pekerja 
menjadi kendala. 
Secara umum hal-hal ynag akan sebagai kendala bagi Kepolisian unit 
Reskrimsus Polres Batang : 
1. Tumpang Tindihnya Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana 
Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh  
Penyidik yang memiliki wewenang dalam menyidik yaitu 
PPNS, Polri. Ada tumpang tindih dahal hal itulah yang sebagai 
kendala untuk Polri dikarenakan dari dua lembaga hukum itu memiliki 
wewenang yang sama. Hal mungkin yang bisa terjadi yakni 
ketidaksamaan didalam peraturan perundang-undangan tentang 
beberapa bidang tertentu. Hal mungkin yang bisa terjadi yang lain 
yakni ketidakcocokan antara hukum kebiasaan atau hukum tidak 
tertulis dengan peraturan perundangan. Terjadang juga terdapat 
ketidakselarasan anrara hukum kebiasaan dengan hukum tercatat serta 
lainnya, yang berakhir akan kembali lagi kepada pemilik uang tunai 
itu yakni orang kedua
39
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Adapun masalah-masalah yang ditimbulkan dari hukum yang 
terdapat didalam hukum ketenagakerjaan, yaitu salah satunya 
timbulnya pelemparan wewenang dalam mengatasi kejadian kasus 
antara PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) dengan penegak hukum 
kepolisian untuk melaksanakan penyidikan atas laporan yang 
diberikan mengenai tindak pidana pada bidang ketenagakerjaan. 
Padahal didalam undang-undang No. 13 tahun 2013 mengenai 
Ketenagakerjaan, No. 3 tahun 1993 terkait Jaminan Kenagakerjaan, 
serta Undang-undang No. 21 tahun 2000 mengenai Serikat 
Buruh/Serikat Pekerja. Rendahnya peran kepolisian ketika 
menindaklanjuti pelanggaran pidana ketenagakerjaan dikarenakan 
pihak PPNS yang kurang responsif menanggapi. Padahal didalam ayat 
182 ayat (1) ditegaskan bahwa disamping penyidik polri (Kepolisian 
Republik Indonesia), juga pada pegawai pengawas ketenagakerjaan 
yang bisa dilimpahkan kewenangan khusus sebagai PPNS 
berlandaskan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.  
Seperti halnya yang dikemukakan oleh ibu Dewi timbul polemik 
pelimpahan wewenang untuk penyidik perkara jika terdapat 
pengaduan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan, dianatra PPNS 
serta POLRI dinas tenagakerja dan transmigrasi 
(DISNAKERTRANS), dimana PPNS menduga tidak berhak dalam 




mengemukakan pendapat bahwa PPNS lah yang mempunyai 
wewenang. Polemik itu intinya terlahir dari egosentris setiap institusi.  
Dari kondisi yang begitu, akan memberikan dampak terhadap 
proses penanganan atau penyidikan dalam perkara tindak pidana 
didalam bidang ketenagakerjaan, dengan pasakl tidak diimbangai 
adanya kualitas dan kuantitas SDM disetiap institusinya. Pada sisi lain 
pihak kepolisian merasa bingung akan tanggung jawabnya, 
sebagaimana yang dijabarkan diatas bahwa proses penyidikan tindak 
pidana pada bidang ketenagakerjaan ialah kewenangan ppns 
ketenagakerjaan disnakertrans. Padahal UUK menyebutkan bahwa 
kewenangan penyidikan didalam bidang ketengkerjaan dilaksanakan 
oleh pihak PPNS bersama kepolisian.  
Penegakkan/penyelesaian hukum dibidang ketenagakerjaan 
sangat berpangku pada kedua lembaga itu. Teringat PPHI (Pengadilan 
Penyelesaian Hubungan Industrial) sekarang ini dianggap 
penilaiannya kurang efisien oleh masyarakat ketika menangani kasus 
dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam penyelenggaraanya, 
buruh/pekerja untuk mencari keadilan dibidang ketenagakerjaan 
memilih jalur Pengadilan Negeri dibanding PPHI sebagai 






2. Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Ketenagakerjaan Oleh 
Masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003. 
IPDA Ade Faizal mengemukakan pendapat bahwa  pemahaman 
hukum pada masyarakat merupakan sebuah definisi pada tujuan dan 
isi dari hukum tertentu, tidak tertulis atau tertulis, dan manfaat. Pihak-
pihak yang kelangsungan hidupnya ditegaskan dalam peraturan 
perundang-undangan itu. Terkait itu penguasaan hukum, tidak semua 
orang harus bisa memahami peraturan tertulis yang mengatur sesuatu 
hal itu. Namun yang ditinjau disitu ialah bagimana pandangan mereka 
ketika berhadapan dengan segala hal, yang hubungannya dengan 
norma yang terdapat didalam kemasyarakatan. Biasanya pandangan 
ini ditunjukkan dari sikap mereka. Pada perilaku kesehariannya. 
Pengarahan yang agak salah dianggap ketika memberi 
penyukuhan/penerangan hukum, dimungkinkan besar akan membawa 
penguasaan masyarakat yang tidak dianggap
40
. 
Sebagimanan yang dikemukakan IPDA Ade Faizal berpendapat 
bahwa pihak yang mempunyai kewenangan untuk penyidikan itu 
mempunyai waktu dan ruang yang terbatas maka membutuhakn waktu 
yang tidak hanya singkat untuk para penyidik dalam menyelesaikan 
secara tuntas permasalahnya dan kesulitan untuk berkas perkara itu 
diselesaikan sesuai target yang sudah ditetapkan penyidik juga.  
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3. Kurangnya Keberanian Penyidik Dalam Melakukan Proses 
Penyelidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Dalam Kasus 
Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh  
Penyidik pada hal pemeriksaan laporan pada tindak pidana 
pelanggaran pembayaran upah pekerja serta rendahnya pembinaan 
pada mental serta moral pada ancaman yang mengakibatkan rasa tidak 
nyaman pada penyidik ketika menjalankan proses penyidikan ataupun 
penyelidikan pada tindak pidana pembayaran upah pekerja maka 
penyidik dirasa kurang percaya diri dalam menghadapi proses itu, 
disamping rendahnya dukungan yang dapat memberi semangat untuk 
para penyidik agar dapat menjalankan proses penyidikan ataupun 
penyelidikan. 
Menurut IPDA Ade Faizal pun mengemukakan pendapat bahwa 
diperlukan adanya didikan secra lebuh khsus untuk calon penyidik 
supaya kedepannya mampu memaksimalkan kinerja penyidik yang 
disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, dengan artian 
agar bias membina komunikasi bersama PPNS perihal penyidikan 
tindak pidana pelanggaran pembayaran upah pekerja dikarenakan 
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4. Kurangnya Jumlah Penyidik Yang Mempunyai Kejujuran Tinggi  
Penyidik/penyidik pembantu reskrimsus Polres Batang yang 
kekurangan personil, serta akan sangat susah untuk menemukan 
persponil baru penyidik pembantu Subdit Direskrimsus Polres Batang 
yang dapat menjunjung tinggi nilai kejujuran maka pihak kepolisian 
dirasa akan susah dalam melakukan pemeriksaan dan analisa kasus 
tindakan pelanggaran pembayaran uoah buruh secara cepat, namun 
harus membutuhkan waktu yang tidak singkat supaya bisa 
memperoleh bukti secara sempurna sewaktu proses pemeriksaan dan 
pengumpulan bukti-bukti maka bila dilanjutkan ke sidang penagdilan 
akan cukup kuat bukti itu. Untuk penyidik yang melakukan 
pemeriksaan harus ada kejujuran didalamnya dikarenakan rasa jujur 
didalam proses pemeriksaan untuk para penyidik bermanfaat agar 
tidak melakukan tindakan kecurangan misal suap menyuap agar 
mendapatkan kebenaran untuk para pelaku tindak pidana pelanggaran 
pembayaran upah pekerja. 
Seperti halnya pendapat IPDA Ade Faizal Hukum bahwa 
nyatanya kebijakan yang memberi lindungan bagi pihak yang lemah 
(buruh/pekerja), dari tindakan yang semena-mena yang dilakukan 
pengusaha/majikan yang bisa muncul didalam kontrak kerja sehingga 
harus mewujudkan keadilan sosial serta memberi lindungan hukum.  
Terkadang kompensi pengusaha yang sangat terbatas dapat 




dai buruh dan pengusaha, dikasus sejenis ini membuat kontrak kerja 
antara buruh dan pengusaha sebagai sebuah realita yang sangat 
dilematis. Hubungan kerja diantara buruh dan pengusaha ditegaskan 
pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan 





5. Kurangnya Kualitas/kemampuan Pemahaman Penyidik Terhadap 
Tindak Pidana Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh.  
Penyidik/penyidik pembantu ketika melaksanakan proses penyidikan 
tindak pidana pelanggaran pembayaran upah pekerja. Rendahnya 
keuletan, keterampilan, motivasi, dan kemampuan sebagai pendukung 
penyelenggaraan tugasnya. Terkhusus untuk proses penyidikan dan 
penyilidikan tindak pidana pelanggaran upah pekerja. Kendala yang 
dimaksudkan terkait kreativitas dan kemampuan yang dievaluasi 
masih kurang menucukupi untuk menangani tindak pidana 
pelanggaran pembayaram upah pekerja. 
Hal tersebut karena ada perkembangan zaman yang semakin 
maju maka suluruh hal baik pendidikan didalam mutu pemberdayaa 
ilmu juga kian mengalami perkembangan yang akibatnya tingkat 
perbuatah kejatan lebih beragam sebagai contohnya misal 
menghilangkan jejak dari hasil tindak pidana pelanggaran upah buruh. 
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Hal tersebut akan menjadikan kesulitan penyidik untuk 
pendalaman pemeriksaan lewat dari transaksi rekening. Menurut 
IPDA Ade Faizal selaku seorang penyidik bahkan telah sekuat tenaga 
untuk melaksanakan tanggung jawab sepertinya halnya didalam 
penyidikan. Dikarenakan fungsi kepolisian salah satunya merupakan 
fungsi pemerintahan pada bidang pemeliharaan ketertiban dan 
keamanan masyarakat, penegakan hukum, pelayanan, perlindungan, 
serta pengayoman pada masyarakat 
43
. 
6. Kurangnya Penguasaan Penyidik Dalam Penggunaan Kemajuan Pada 
Informasi Teknologi.  
Mempelajari teknologi ini harus diperlukan ilmu yang tinggi 
dikarenakan teknologi yang semakin maju dan berkembang ini akan 
mempermudah untuk para pelaku tindak pidana pelanggaran upah 
pekerja akan semakin mudah, dikarenakan memperoleh sarana 
parasarana yang memadai dalam bertransaksi yang sangat cepat hanya 
dalam hitungan detik. 
Kemajuan teknologi yang semakin canggih akan memudahkan 
transfer lewat bank secara online dari hanya mempergunakan hand 
phone, akses internet, ada nomor rekening yang ingin dituju, atau alat 
alat komunikasi yang lain. Namun itu akan sebagai kendali bagi 
penyidik Polres Batang pada unit reskrimsus untuk menemukan bukti 
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secara cepat transaksi yang sudah ke trasfer oleh pelaku tindak pidana 
pelanggaran upah buruh. 
Sebagaimana yang diungkapkan IPDA Ade Faizal tahap 
Represif Pro Yustisial yakni tahap penegakkan hukum dari Pengadilan 
Hubungan Industrial setempat. Dalam perkara keperdataan akan 
terlebih dulu ditawarkan bagaimana cara penyelesaian kasusnya. 
Dalam ruang lingkung pengadilan terdapat alternatif dalam 
menyelesaikan sengketa yaitu diantaranya arbitrase, negosiasi, serta 
mediasi. Sementara melalui PPNS pada kasus pidana pihak Din 
sosnakertrans dalam melaksanakan proses penyidikan akan bekerja 
sama bersama pihak penyidik dari POLRI agar dapat menyusun BAP 
(Berita Acara Pemeriksaan) untuk selanjutnya di Pengadilan 
Hubungan Industrial dapat diproses 
44
. 
7. Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan 
Penyidik  
Terkait Pemeriksaan Tindak Pidana Pelanggaran Upah Buruh. 
Penegakan hukum menerangkan bahwa apabila dalam menegakkan 
hukum tidak disertai adanya fasilitas atau sarana tertentu yang 
memadai, kemungkinan penegak hukum akan berjalan tidak lancar. 
Sarana failita itu, diantaranya mekiputi SDM yang terampil serta 
berpendidikan, keuangan yang cukup, organisasi yang baik, peralatan 
yang memadai, serta lainnya. Apabila salah satu dari itu tidak 
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terpenuhi berakibat pada penegakkan hukum akan terhambat 
Kepolisian Resor Batang saat menagatasi perkara Tindak Pidana 




a. Kendala Yuridis  
1) Masyarakat yang kurang memahami tentang tindak pidana 
ketenakerjaan 
2) Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana 
ketenagakerjaan.  
3) Transaksi keuangan perbankana dijalankan secara tunai.  
b. Kendala Teknis  
1) Kebutuhan penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana 
pencucian uang misal sarana, prasarana serta anggaran 
yang kurang.  
2) Pemahaman pendidik dalam pemanfaatan kemajuan pada 
informasi teknologi yang kurang.  
3) Keberanian penyidik yang kurang dalam melaksanakan 
proses penyelidikan tindak pidana ketenagakerjaan.  
4) Jumlah penyidik yang menjunjung kejujuran sangat 
rendah.  
5) Pemahaman penyidik pada tindak pidana ketenakerjaan 
yang kurang berkualitas/berkemampuan.  
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6) Serta upaya yang dilaksanakan Kepolisian Resort Batang 
untuk mengangani kendala terhadap Tindak Pidana 
Ketenagakerjaan yakni:  
a. Upaya Yuridis  
(1) Melaksanakan seminar pada masyarakat 
terhadap pemahaman tentang UU No. 13 tahun 
2003.  
(2) Mengkoordinasi bersama operasional POLRI 
serta koordinasi bersama lembaga yang 
tergabung dalam CJS ( Criminal Justice 
System).  
(3) Memeriksa saksi-saksi pada tindak pidana 
pelanggaran pembayaran upah buruh  
b. Upaya Teknis  
(1) Upaya mengajukan anggaran serta menambah 
kualitas  prasarana, sarana.  
(2) Mengikuti pelatihan penyidik pada bidang 
teknologi informasi.  
(3) Membina sikap keberanian dan mental 
penyidik saat melaksanakan proses 
penyelidikan tindak pidana pelanggaran 




(4) Mengoptimalkan tugas penyidik dan memberi 
dorongan dan kedisiplinan dalam penanganan 
penyelidikan tindak pidana pelanggaran 
pembayaran upah buruh  
(5) Memberi dorongan motivai dan mengikuti 
pelatihan dan pendidikan dalam mengatasi 
tindak pidana pelanggaran pembayaran upah 
buruh. 
 
Secara bertahap penyidik reskrimsus Polres Batang dapat mengikuti 
sosialisasi, pemdidikan kejuruan, loka larya/seminar, serta pelatihan 
terkhusus tentang Tindak Pidana pelanggaran pembayaran upah buruh. Dan 
secara berkelanjutan juga dapat menyempurnakan struktural anggota Polri 
serta supaya ada ketersedian perpustakaan yang terkait dengan peraturan 
perundangan terkhusus tindak pidana ketengakerjaan, maka penyedik bisa 
akses secara cepat untuk menunjang tugas penyidikan pada bidang Tindak 
Pidana pelanggaran pembayaran upah buruh
46
.  
Adanya pengajuan penambahan anggaran agar dapat sebagai 
pendukung operasional didalam penyidikan Tindak Pidana Pelangaran 
pembayaran uoah buruh, dan menambah personil pada Ketua Polres Batang 
yang mempunyai latar belakang reserse serta saat mengikuti pendidikan S-1 
mengikuti pelatihan, sosialisai, seminar, serta bersikap jujur pada bidang 
                                                 
46




TPK. Secara intensif dalam pengadaan kerjasama dan koordinasi  antara 
PPNS dan Polri bisa mempercepat dan mengoptimalkan penanganan 
penyidikannya. Menyikapi hal itu sehingga dubutuhkan upaya-upaya 
meningkatkan potensi yang dicapai secara nyata lewat dari pengembangan 




Dari evaluasi diatas sehingga untuk menunjang terselenggarkannya 
penyidik pada Reskrimsus Polres Batang yang semakin meningkat, mka dari 
iotu dibutuhkan terdapatnya sebuah landasan berupa streategi serta 
kebijakan dan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Adapun penjelasan upaya 
yang dilaksanakan oleh Polres Batang. Umumnya kendala dijalankan 
dengan prosedur resmi penyidikan mencakup:  
a) Melakukan penerimaan Laporan dari pekerja yang terkait.  
b) Ada dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Pembayaran Upah 
Buruh yang ditemukan oleh Penyidik 
c) Pelaporan Tindak Pidana Pelanggaran Pembayayran Upah 
Buruh.  
d) Oleh perorangan atau serikat buruh.  
e) Menjalankan Penyelidikan.  
f) Menjalankan Penyidikan.  
g) Menyerahkan Berkas Perkara pada Jaksa Penuntut Umum.  
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Penelitian berkas dari hasil wawancara bersama bapak IPDA Ade 
Faizal, Pihak penyidik mempunyai waktu yang sangat terbatas untuk berkas 
dari tindak pidana itu dilakukan pemprosesan. Dari waktu yang sangat 
terbatas itu harus dapat mengungkapkan tindak pidana itu, sehinggga ada 
kesulitan untuk pihak penyidik dalam menuntaskan berkas kasus setelah 
target yang ditetapkan. Beda dengan kasus-kasus yang lain yang bisa 
menuntakan berkas kasus secara selesai  tepat waktu. Misalkan: terkait 
berkas mengenai tindak pidana target yang dibagikan yaitu satu bulan 
namun berkas itu bisa terungkap atau terselesaikan sebelum dari waktu satu 
bulan. Berbeda dari tindak pidana biasa yang dikasih waktu satu bukan 
namun memiliki keterbatasansebelum satu bulan itu belum juga daoat 
terungkap. Berkas itu barulah bisa terungkap atau selesai sesuatu beberapa 
bukan bahkan bertahun-tahun. Hal itu disebabkan kuota atau jumlah dari 
penyidik yang kurang personil.  
Pendapat dari IPDA Ade Faizal mengungkapkan, seorang penyidik 
yang menyelesaikan tindak pidana sert pada keadaan saat ini, satu penyidik 
harus menyelesaikan kisaran 9-10 Laporan Polisi maka penyidik harus 
melakukan kerja dengan sedikit tekanan. Total personel itu berbading jauh 
dengan besar daerah dari Provinsi Sumtara Utara serta total penduduk yang 
dimilikinya maka untuk penyelenggaraan penyelesaian tindak pidana 
pelanggaran pembayaran upah buruh di Medan masih kurang maksimal
48
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Hambatan berikutnya yakni kurangnya memperoleh data mengenai si 
pelaku serta pula informasi yang diperoleh oleh penyidik hanya sebatas 
informasi seputar keberadaan sementara pelaku, kronologis, alamat 
perusahaan, nomor telepon dari pihak bersangkutan, maka akan kesulitan 
bagi pihak menyidik mengungkap secara jelas. Hal itu disebabkan pula 
terdapat banyak informasi yang dibagikan dari korban serta yang lain 
terkadang tidak sama dari hasil penelusuran pihak penyidik pada lapngan. 
Kendala keempat yakni pihak penyidik merasa sulit memperoleh keterangan 
penyidik didalam proses penyidikan yaitu salah satunya kekuarang 
partisipan saksu-saksi, terkadang saksi yang tidak bersedia hadir dalam 
memberi kesaksian meskipun ada surat pemanggilan  
Masyarakat yang tidak bersedia hadir meskipun ada pemanggilan 
untuk sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Namun 
masyarakat itu cenderung tidak bersedia dan menghidar untu sebagai saksi 
sebab enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit satau bahkan 
takut memberi kesaksian. Sedangkan keterangan dari saksi adalah sebuah 
alat pembuktian yang kuat untuk kasus ini agar secepatnya terselesaikan. 
Hal tersebut menjadikan terhambatnya proses penyidikan. Masih terdapat 
banyak penyidik yang jenjang pendidikannya masih rendah. Karena jenjang 
pendidikan sangat berperan penting untuk membentuk seorang individu 
yang berkualitas. Seorang individu yang mempunyai kriteria pendidikan 
yang baik akan tercermin dari tingkah laku dari individu itu. Konteksnya, 




tindak pidana yang sangat bervariasi. Maka dari itu harus dibutuhkan 









A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data tersebut diatas, sehingga dapat disimpulan yaitu 
bahwa: 
1. Pelaksanaan Proses penyilidikan dan penyidikan merupakan sesuatu 
yang paling penting didalam hukum acara pidana, karena untuk 
penyelenggarakannya seringkali harus netsinggungan dengan 
martabat atau derajat seseorang yang tidak sama padal hal 
persangkaan, maka karenanya semboyan krusial untuk hukum acara 
pidana yaitu hakikatnya dari penyidakan perkara pidana yaitu agar 
persoalan itu dapat dijernihkan, pelaku kejahatan dapat dikejar, serta 
juga orang-orang yang tidak bersalah dapat dihindarkan dari 
tindakan yang tak harusnya dilakukannya.  Suatu prosedural secara 
formal, sebuah proses penyidikan diungkapkan sudah dijalankan 
semenjak terbitnya SPP (Surat Perintah Penyidikan) yang 
diterbitkan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan pada 
lembaga penyidik. Sesudah ada informasi atau laporan yang 
diterima oleh pihak kepolisian mengenai kejadian tindak pidana 
maupun diketahui sendiri kejadian yang terduga ialah juga sebuah 
tindak pidana. Hal tersebut disamping agar melindungi kejadian 




SPP itu sebagai bentuk penjaminan pada lindungan hak-hak yang 
pihak terdakwa miliki.  
2. Masih terdapat banyak penyidik yang mempunyai jenjuang 
pendidikan yang masih rendah, keterbatasan personil penyidik, sarana 
prasarana yang kurang memadai dalam membantu kinerja penyidik, 
serta kendala teknik yang lain. Perkara tindak pidana pelanggaran 
pembayaran upah buruh yang diatasi oleh penyidik kepolisian unit 
reskim kepolisian resort Batang ada sejumlah faktor yang sebagai 
kendalanya. Kendala itu dijadikan sebuah tugas yang wajib 
tersekesaikan supaya untuk mengatasikasus tindak pidana pelanggaran 
pembayaran upah ini tidak memperoleh kendala-kendala yang akan 




Sesuai hasil penelitian, adapun saran penulis yang dapat diberikan yakni: 
1. Perlunya melakukan penyempurnaan pada KUHAP mengenai 
ketetapan ketebatasan waktu supaya proses penyidikan dapat 
secepatnya terselesaikan tidak sampai berlaurut-larut, karena Undang-
undang KUHAP ini saya pikir sudah tidak relevan lagi dalam 
pengaturan masalah-masalah penyidikan pada bidang 
ketenagakerjaan. Dibuktikan dari penyelesaian tindak pidana 




kesibukkan tersediri untuk polisi yang tidak hanya mengangani kasus 
itu, sehingga saya berpikir sudah seharusnya ada penyempurnaan 
kembali KUHAP antara PPNS, kepolisian, dan pula pengadilan yang 
harus sederhana atau solitnya kekompakan untuk mengatasi  
pelanggaran ketenagakerjaan.  
2. Harus adanya peningkatan dalam hal pengetahuan dan kemampuan 
mengenai penyidikan yang dapat melalui pelatihan keresersean maka 
bisa memberi tambahan kemampuan dan pengetahuan pada bidang 
penyidikan. Selain itu ada kesulitan juga ketika terjadi kasus 
pelanggaran ketenagakerjaan disebakan aturan-aturan yang berlau 
sangat sulit untuk diterapkan lebih lagi pihak POLRI ada sedikit 
kendala-kenda teknis. Sehingga agar dapat mengoptimalkan kepolisan 
untuk itu harus meningkatkan kualitas penyidikan, yang tentunya 
sangat dibutuhkan mengadakan sarana prasarana untuk membantu 
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